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ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG 

PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG TERAFILIASI 

DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF SADD AZ|-Z|ARI<’AH 

ABSTRAK 

 

Muhammad Wildan 

NIM: 2017301011 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 

Dinamika konflik antara Palestina dan Israel, membuat Majelis Ulama 

Indonesia  mengeluarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait Pengharaman 

Transaksi dan penggunaan Produk yang Terafiliasi dengan Israel, yang awal mula 

hukum dari kegiatan transaksi dan penggunaan produk boleh dilakukan. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No. 83 tahun 

2023 tentang pengharaman transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel 

perspektif sadd az|-z|ari<’ah. 

Jenis penelitian yang dilakukan penilitian kepustakaan (library research). 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 83 Tahun 

2023 tentang Hukum Dukungan Perjuangan terhadap Palestina. Sedangkan data 

sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis data atau teknik 

yang melibatkan membedah teks atau isi buku. 

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama Dasar hukum yang 

digunakan MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap 

perjuangan Palestina, sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa. Kedua Tinjauan sadd az|-
z|ari>’ah  mengenai Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan 

Terhadap Perjuangan Palestina membuat berubahnya hukum transaksi dan 

penggunaan produk produk yang teraafiliasi dengan Israel, jika ditinjau dari rukun 

sadd az|-z|ari>’ah  yaitu pada perbuatan atau tindakan yang berlaku sehingga perantara 

kepada sesuatu, pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 yakni awalnya hukum 

transaksi dan penggunaan produk produk yang terafilisi Israel adalah mubah atau 

boleh menjadi haram. Karena adanya dugaan kuat bahwa tersebut membawa 

kerusakan yakni, dapat mendukung agresi Israel terhadap Palestina baik secara 

langsung atau tidak langsung. 

Kata Kunci: Fatwa No. 83 Tahun 2023, Palestina, Sadd Az|-Z|ari>’ah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق



 
 

ix 
 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ya ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ 
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 Dammah U U ـُ 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -
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 talhah   طلَْحَةْ  -

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 
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maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 
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 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا - مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem kepercayaan Islam mempunyai landasan keagamaan yang canggih 

dan idealis. Syariah, atau hukum Islam, adalah standar hukum dasar yang 

ditetapkan Allah. Umat Islam diwajibkan untuk mematuhinya berdasarkan 

keyakinan moral dan hubungan dengan Allah, orang lain, dan alam semesta. Islam 

mengikuti perintah Allah SWT untuk mengutamakan kebaikan manusia dan 

menjauhi keburukan dalam kehidupan ini maupun akhirat. Menurut ulama ushul 

fiqh Imam Ghazali, ada lima sifat utama yang perlu dijaga dan diwujudkan agar 

dapat memetik manfaat baik dunia maupun akhirat. Agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan kekayaan merupakan lima komponen dasar. Kelima tujuan biasa disebut 

dengan us}u>l al-khamsah atau lima prinsip.1 

Saat ini sedang ramai adanya konflik antara Palestina dan Israel. Konflik ini 

sebenarnya sudah lama terjadi diawali pada tahun 1948, Penganut agama surgawi 

terlibat dalam perselisihan agama, yang menjadi landasan awal konflik Israel-

Palestina. Perselisihan ini berubah menjadi perselisihan ideologi antara kelompok 

Zionis Yahudi dengan pihak lain. Perjuangan intelektual ini kemudian berkembang 

menjadi perjuangan politik untuk mempertahankan status quo kedua negara. 

 
1 Nurkhofifah Parawangsa, “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas 

Izin Usaha Bagi Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya 

Kabupaten Lombok Tengah)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm. 1. 

http://etheses.uinmataram.ac.id/3816/1/Nurkhofifah%20Parawangsa%20180201006.pdf, diakses 

pada 12 November 2023.  

 

 

http://etheses.uinmataram.ac.id/3816/1/Nurkhofifah%20Parawangsa%20180201006.pdf
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Kegagalan untuk menciptakan dua negara berdasarkan kesamaan etnis. Terutama 

mengingat mayoritas warga Palestina lahir di luar negara dan pendudukan tentara 

Israel yang terus menerus, termasuk mencuri tanah warga Palestina dan menguasai 

Jalur Gaza, adalah alasan sebenarnya mengapa Israel harus mendirikan negara. 

Konflik Israel-Palestina selalu penuh gejolak. kekerasan, dan orang-orang Palestina 

kurang mempunyai kendali atas wilayah  sendiri.2 

Lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 HAMAS berhasil melakukan 

serangan yang menjebol pertahanan Israel, yang berakibat negara Israel mengalami 

kerugian yang sangat besar. Selanjutnya Israel membalas serangan secara brutal, 

sehingga menarik perhatian dunia khususnya negara negara muslim yang mengutuk 

aksi yang dilakukan Israel. Tindakan agresi Israel terhadap Palestina didukung oleh 

hal-hal berikut: mempersenjatai Israel; meminjamkan uang kepada organisasi yang 

terkait dengan Israel dan Zionisme; menumbuhkan sentimen pro-Zionis di ranah 

publik; dan membeli barang yang secara terbuka mendukung Zionisme dan agresi 

Israel. Terkait dengan peraturan perundang-undangan bantuan untuk Palestina, 

Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 

2023.  Fatwa ini berisi tentang3: 

1. Mendukung perjuangan Palestina melalui upaya penggalangan dana, doa 

untuk kemenangan, dan doa dalam hati bagi para martir Palestina, 

semuanya dianjurkan di kalangan umat Islam. 

 
2 Abdhul Fadhil, “Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993)”, PERIODE: 

Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam, Vol. 1, No.  1, 2019, hlm. 2, 

https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10478, diakses 21 Desember 2023. 
3 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 

https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10478
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2. Pemerintah menyerukan langkah tegas untuk mendukung perjuangan 

Palestina, termasuk mengirimkan pasokan kemanusiaan, menyatukan 

negara-negara OKI untuk memberikan tekanan pada Israel agar 

menghentikan agresi, dan menggunakan diplomasi di PBB untuk 

mengakhiri konflik dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. 

3. Pembelian dan penggunaan barang-barang yang berhubungan dengan 

Israel dan barang-barang yang mempromosikan kolonialisme dan 

Zionisme semaksimal mungkin dihindari oleh bagi umat Islam.   

Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan melarang pihak-pihak 

yang membantu Israel sepenuhnya, sebagaimana tercantum dalam fatwa MUI 

Nomor  83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Zakat, infaq, 

dan penyaluran sedekah juga diamanatkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 untuk 

mendukung perlawanan rakyat Palestina. Juga mengharamkan transaksi dan 

penggunaan produk yang terafiliasi dengan negara Israel dengan cara memboikot 

produk yang terafiliasi Israel agar mengurangi bantuan finansial pada Israel.  

Sayyid Ramadhan al-Buthi berpendapat dalam fatwa-fatwanya mengenai 

pemboikotan produk produk Israel4: 

ا، إِذْ هُوج  ائِعِ الأجمْريِْكِيَّةِ وجالِإسْرجائلِِيَّةِ أجيْضا اطجعجةُ الأجغْذِيجةِ وجالْبجضج بُ وُجُوْبًا عجيْنِيًّا مُقج ادُ   يَجِ الِْْهج

ةِ الْعُدْوجانِ الِإسْرجائلِِيِّ  هج نََّّ لِكُلِّ مُسْلِمِ الْقِيجامُ بِهِ في مُوجاجج  الّتِِ ي جتجسج

“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan 

Israel, ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam 

 
 4 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
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untuk menghadapi agresi dari Israel.”  

 

Akibat dari adanya fatwa diatas sebagian masyarakat muslim mulai beralih 

menggunakan produk yang tidak terafiliasi dengan Israel. Pada sisi lain 

Perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya, 

terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. 

contohnya perusahaan Unilever, Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson, 

dan lain sebagainya 5 . Sedangkan banyak masyarakat muslim yang  masih 

membutuhkan produk produk  contohnya dari produk susu Dancow, banyak balita 

yang sudah cocok dengan produk  dan tidak bisa diganti dengan produk produk 

yang lain  terdapat efek samping seperti diare, septisme dan meningitis6.. Serta 

masih banyak produk-produk lain yang masih dibutuhkan oleh masyarakat muslim. 

Secara tidak langsung produk produk yang diharamkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia, yaitu produk yang masuk akal yang dapat mencegah kejahatan atau 

meningkatkan kebaikan dalam umat manusia sekaligus mendatangkan kekayaan 

atau keuntungan lainnya7.  

Ketika memperdebatkan hukum Islam, mempertimbangkan maslah{ah 

menjadi hal yang krusial dalam menentukan ketentuan hukum yang seharusnya. 

 
5 Khotimatul Husna, dkk, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI 

Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”, Indonesian Journal of 

Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL), (Banjarmasin: UIN Banjarmasin), Vol. 

1, No. 4, Desember 2023, hlm. 870, https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL, diakses pada 

tanggal 21 Maret 2024. 
6 Saraswati Dewi Silaban,“ Faktor yang berhubungan dengan pemberian susu formula pada 

bayi 0-6 bulan di puskesmas Siradorung Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara”. Skripsi ( 

Sumatera Utara: fakultas farmasi dan kesehatan institut kesehatan helvetia, Medan, 2018), hlm. 4. 
7 Audra laili, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, 

Jurnal Ekonomi Syariah, (Lampung: UIN Raden Intan), Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 158, 

https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/download/614/492/, diakses pada tanggal 

12 November 2023. 

 

https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL
https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/download/614/492/
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Sebenarnya dalam melaksanakan taklif, tujuan utama syariat (maqa>s{id asy-

syari<’ah) adalah membantu umat manusia di dunia dan akhirat. Perundang-

undangan memperhatikan sisi maqa>s}id dan sisi wasa>’il  (sarana). Menurut salah 

satu norma fiqhiyyah, peraturan hukum yang berkaitan dengan perantara (wasa>’il) 

sama dengan yang terdapat di tempat tujuan (maqa>s}id). Imam as-Syathibi 

mengelompokkan az|-z|ari>’ah menjadi 4 (empat) macam berdasarkan kaliber 

kelebihannya. yaitu8: 

1. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian yang nyata (qathi'). 

Misalnya, sebuah sumur mungkin digali di depan pintu rumah orang lain.  

Pemilik rumah tidak menyadari  ada sumur di depan pintunya, maka dapat 

diketahui jenis kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan, yaitu pemilik 

rumah terjatuh ke dalam sumur. Seorang mujtahid atau mufti tidak 

diperbolehkan menentukan keputusan suatu perkara hukum kecuali ia 

mengetahui sepenuhnya akibat dari mashlahah dan/atau mafsadah.  

2. Perbuatan yang dilakukan  boleh dilakukan,  kurang membawa kepada 

kerusakan. Misalnya, menggali sumur di tempat yang biasanya tidak 

memberi mudarat, atau menjual sejenis makanan yang biasanya tidak 

memberi mudarat kepada orang yang mengkonsumsinya. 

3. Dilarang melakukan suatu kegiatan jika terdapat dugaan yang tinggi akan 

menimbulkan kerugian, maka tindakan serupa tetap diperbolehkan 

 
8 Panji Adam, “Penerapan Sad Al-Dzari’ah Dalam Transaksi Muamalah”, Jurnal Istiqro: 

Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.7, No. 1, 

Januari 2021, hlm. 21. https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqra/article/download/669/571, 

diakses pada tanggal 20 Januari 2024.  

 

https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqra/article/download/669/571
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang asli. Sementara itu, 

kerugian jarang terjadi dalam kasus ini. Kerusakan umumnya atau mungkin 

disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan. Oleh  itu, perilaku  dapat 

digunakan sebagai standar untuk menilai pelarangan terhadap perilaku,  

perilaku  didasarkan pada kecurigaan yang kuat (az{z}anna al-galib)  perilaku  

menimbulkan kerugian. 

4. Pada dasarnya kegiatan ini mempunyai keuntungan, namun ada juga 

kemungkinan menjadi bumerang. Ambil contoh transaksi bai’ al-ajal, yang 

melibatkan jual beli. Pembelian dan penjualan seperti ini biasanya 

berdampak pada riba. 

Sadd az|-z|ari>’ah  dalam kerangka teori hukum Islam sebagai upaya tulus 

seorang mujtahid untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan 

mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan cara mencegah 

sesuatu yang menjadi perantara dalam menimbulkan kerugian9. Az|-z|ari>’ah adalah 

wasilah (rute) yang menyampaikan tujuan, halal atau tidak. Oleh itu, haram pula 

berkomunikasi dengan cara atau teknik yang haram. Jika suatu jalur atau 

pendekatan menjelaskan apa yang halal, maka peraturan perundang-undangan juga 

halal. Sementara itu, ada teknik atau metode wajib dalam menyampaikan sesuatu. 

Wahbah Zuhaili memilih konsep Ibnu Qayyim supaya terhindar dari celaka 

dan resiko, beliau mengartikan sadd az|-z|ari>’ah sebagai mengharamkan dan 

 
9 Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, Al-Muamalat: Jurnal 

Hukum & Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, hlm.  72. 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/, diakses pada 

tangal 25 Februari 2024. 

 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/
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menolak segala sesuatu yang boleh dijadikan alat haram10. Az|-z|ari>’ah merupakan 

kata tunggal yang mempunyai bentuk jamak z|arai. Maknanya adalah rute, 

penghubung, dan perantara, atau wasilah. Istilah az|-z|ari>’ah paling sering dipahami 

dalam kajian hukum Islam sebagai jalan menuju pada sesuatu yang haram. 

Sebenarnya asal usul jalan  dapat diterima secara hukum. Dia diposisikan secara 

tidak memihak. Tergantung pada tujuannya, hal ini mungkin bermanfaat dan juga 

haram11. Namun sebenarnya terdapat ketidakseimbangan sikap ketika seseorang 

menganggap az|-z|ari>’ah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu jalan 

boleh ditutup atau dibuka kembali sesuai dengan mas{lah{ah dan mafsadah. Menurut 

ulama Ushul Fiqh : 

 هي المسئلة التى ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور 
 
“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa 

menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).” 

 

Menurut ulama Ushul Fiqh diatas dijelaskan  hakikat sadd az|-z|ari>’ah adalah 

yaitu menerapkan pembatasan pada perilaku tertentu yang pada dasarnya 

diperbolehkan atau dilarang untuk menghentikan terjadinya perilaku ilegal, yang 

awal mula hukumnya mubah. Atau juga sadd az|-z|ari>’ah sesuatu perkara yang 

mubah, bisa di perbolehkan atau dilarang dengan tujuan  perkara yang dihukumi 

mubah bisa mengantarkan ke perbuatan terlarang. 

 
10 Muhammad Takhim, Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam, Akses: Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 

20.  http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 
11  Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”,  Al-Muamalat: 

Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Vol. 5, No. 1, 

hlm.  72. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/, 

diakses pada tangal 25 Februari 2024. 

 

http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/1443/1201/
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Sedangkan munculnya fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum 

dukungan terhadap perjuangan Palestina belum menunjukan kemaslahatan bagi 

Masyarakat muslim di Indonesia,  dalam fatwa  hanya mendukung kemaslahatan 

negara Palestina, tanpa melihat mudarat yang menyebabkan masyarakat muslim 

bingung. Banyak masyarakat muslim Indonesia yang mengeluh dan merasa sudah 

dirugikan   sudah nyaman dan terbiasa dengan produk yang sekarang sudah 

diharamkan oleh MUI. Dengan adanya hal masyarakat juga bingung terkait 

hukumnya jika masih menggunakan produk-produk yang terafiliasi oleh fatwa MUI 

untuk dukungan masyarakat Palestina sedangkan juga belum bisa sepenuhnya 

menghindari produk-produk dengan banyak pertimbangan. 

Pada salah satu contoh yaitu produk-produk hukumnya mubah, namun 

keuntungan dari produk yang terafiliasi dengan Israel digunakan untuk mendukung 

agresi Israel dengan palestina, dimana hal tersebut bisa mengantarkan suatu yang 

dilarang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memastikan kategori sadd az|-z|ari>’ah 

yang ada dalam fatwa dengan judul Analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 

Tentang Pengharaman Transaksi Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel 

Perspektif Sadd Az|-Z|ari>’ah. 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai permasalahan yang akan 

dikaji, maka peneliti akan mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang 

akan digunakan dalam judul penelitian sebelum menjelaskan lebih lanjut. Peneliti 

juga akan menekankan istilah yaitu: 
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1. Fatwa MUI  

 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023, 

sebuah fatwa yang memberikan dukungan hukum terhadap perjuangan Palestina. 

Fatwa ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman mendukung perjuangan 

kemerdekaan Palestina. 

2. Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel 

Afiliasi adalah hubungan antara cabang dan anggota. Misalnya saja cara 

kerja sama antara dunia usaha internasional dan Indonesia12, sedangkan Produk 

produk yang terafiliasi dengan negara Israel yaitu produk yang perusahaannya 

bekerjasama dengan negara Israel, untuk memperoleh keuntungan bersama untuk 

negara Indonesia maupun Israel. 

3. Sadd Az|-Z|ari>’ah  

Kata sadd az|-z|ari>’ah  (سد الذريعة) merupakan gabungan dari dua kata dalam 

susunan kalimat mudhaf-mudhaf ilaih yaitu sadd )سد) dan az|-z|ari>’ah  الذريعة) ) berarti 

menutup jalan pada suatu tujuan13. Sadd Az|-Z|ari>’ah yang dimaksud dalam Ilmu 

Ushul Fiqh adalah:   

بهِِ إِلََ الشَّيْءِ الْمَمْنُ وْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةِ أوَْ مُضَرَّة   تَ وَصَّلُ ي َ مَنْعُ كُلِ  مَا        
 

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang 

menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengadung 

kerusakan atau bahaya.”  

 

Menurut Asy-Syatibi Sadd Az|-Z|ari>’ah adalah: 

 

 
12 Https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 4 Maret 2024.  
13 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 172. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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  الت َّوَصَّلُ بِاَ هُوَ مَصْلَحَةُ اِلََ مَفْسَدَة  
“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).” 

 

Jelas beberapa pengertian yang diberikan di atas az|-z|ari>’ah adalah 

sarana hukum Islam untuk menghentikan, mengharamkan, atau menghalangi 

jalan atau wasilah suatu perkara yang pada awalnya diperbolehkan namun 

berpotensi memunculkan kerugian. atau apapun yang dilarang. 

C. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, menjadikan peneliti dapat merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; 

a. Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 teentang pengharaman 

transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel? 

b. Bagaimana analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman 

transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif sadd az|-z|ari>’ah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman 

transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel. 

b. Untuk mengetahui analisis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman 

transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel perspektif sadd az|-z|ari>’ah. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis maka hasil dari penelitian ini memberikan pemikiran 
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terhadap masyarakat terkait dukungan terhadap Palestina.  

b. Manfaat Praktis 

 Dari sudut pandang sadd az|-z|ari>’ah secara praktis memberikan 

wawasan ilmu dan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang Fatwa 

MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan 

Palestina. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah metode untuk menentukan perbedaan antara 

penelitian yang dilakukan dan penelitian yang telah dilakukan, tanpa terkesan 

plagiat. tinjauan literatur sangat membantu dalam menekankan pentingnya masalah 

yang sedang diselidiki, berkonsentrasi pada bidang masalah tertentu, dan 

menawarkan gagasan teoritis yang luas dan variabel operasional dari penelitian 

sebelumnya. Banyak makalah literatur yang membahas masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini ditemukan oleh para peneliti14. 

No. Penulis dan Judul Persamaan Perbedaan 

1 Skripsi Yusuf Djamaludin 

“Penerapan Sadd Al- Dzari’ah 

Dalam Fatwa MUI Nomor 

4/MUNASVII/8/2005 Tentang 

Perkawinan Beda Agama”. 

Pesamaannya 

sama-sama 

membahas 

tentang Sadd Al- 

Dzari’ah dalam 

Fatwa MUI 

Perbedaannya di 

bagian Analisis 

Sadd Adz-

Dzari’ah dan 

Nomor Fatwa 

MUI 

 
14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

hlm. 58.    
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2 Skripsi Ahmad Hilmi “ Fath Ad- 

Dzari’ah dan Aplikasinya Dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia”. 

Persamannya 

sama-sama 

membahas 

tentang Fatwa 

DSN MUI 

Perbedaannya di 

Fath Ad-Dzari’ah 

dan Nomor Fatwa 

DSN MUI 

3 Skripsi Ahmad Maulana Abduh “ 

Tinjauan Sadd Adz-Dzari’ah 

pencegahan kekerasan dakam 

rumah tangga oleh BP4 KUA 

Kenjeran Surabaya 

Persamaannya 

sama-sama 

membahas 

tentang Sadd Adz- 

Dzari’ah. 

Perbedaannya di 

bagian Analisis 

Sadd Adz- 

Dzari’ah dan 

Nomor Fatwa 

MUI  

 

Pertama15, Skripsi dari Yusuf Djalamuddin: yang berjudul " Penerapan Sadd 

Al- Dzari'ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005/ Tentang 

Perkawinan Beda Agama" Penelitian ini fokus pada bagaimana Fatwa MUI Nomor 

4/MUNAS VII/8/2005 tentang pernikahan beda agama menerapkan Sadd Al-

Dzari'ah. Pernikahan Muslim yang bersifat beda agama atau melibatkan agama lain 

mendapat kecaman, khususnya di Indonesia. Kitab suci yang menyatakan "Ahlul 

Kitaah" halal yaitu  yang menganut salah satu ajaran agama Samawi sering dikutip 

oleh  yang menerima pernikahan beda agama sebagai hal yang sah. Selain itu, para 

 
15 Yusuf Jamaluddin, "Penerapan Sadd Al-Dzari’ah Dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS 

VII/8/2005/ Tentang Perkawinan Beda Agama", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 

hlm. 3-4. repository.uinjkt.ac.id, diakses pada 21 Desember 2023.  

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjbBZo1OVllMYTAwRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710770537/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uinjkt.ac.id%2fdspace%2fbitstream%2f123456789%2f42577%2f1%2fYUSUF%2520DJAMALUDDIN-FSH.pdf/RK=2/RS=.ubMhYFECoqkSmz1aTxPuNOo0kw-
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pendukung larangan pernikahan Muslim-Non-Muslim berpendapat  larangan  

ditafsirkan seperti itu dengan Nash. Dalam kerangka ini, keyakinan agama 

belrfungsi selbagai dasar yang me lrasuki jiwa, me lmbelntuknya, melnjellaskan 

elmolsinya, melmbatasi dampak jiwa dan ke lhelndaknya, selrta melnelntukan arah 

kelbelradaannya. UU Nol 1 Tahun 1974 Pasal 2 me lngatur telntang pelrkawinan belda 

agama di Indo lnelsia dan melnyatakan suatu pelrkawinan sah selpanjang me lmelnuhi 

pelraturan agama atau ke lpelrcayaan masing-masing. Delngan delmikian, pelraturan 

agama melnelntukan bo llelh atau tidaknya pe lrkawinan. Hal ini belrarti  me lskipun 

pelrnikahan belda agama dilarang o llelh hukum agama, hukum ne lgara juga 

mellarangnya. pelraturan agama melnelntukan bo llelh atau tidaknya pelrkawinan antara 

dua olrang yang belrbelda agama.Selmelntara pelrbeldaan telntang pelnulis yaitu Analisis 

Fatwa MUI No l. 83 Telntang Hukum Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Pale lstina 

Pelrselpelktif Sadd az|-z|ari>’ah . Dimana pelnellitian ini akan me lmbahas te lntang 

dukungan masyarakat untuk Pale lstina delngan cara me lngharamkan selmua prolduk 

yang telrafiliasi delngan Israell. 

Keldua16, skripsi dari Ahmad Hilmi yang be lrjudul " Fath Ad- Dzariah dan 

Aplikasinya Dalam Fatwa Delwan Syariah Nasio lnal Majellis Ulama Indo lnelsia" 

folkus pada Fath Ad-Dzariah dan aplikasinya dalam Fatwa MUI di sinilah Ulama 

harus belrpelran prolaktif, khususnya dalam me lngelluarkan fatwa-fatwa yang 

belrkaitan delngan kelmajuan lelmbaga keluangan syariah pada spe lsifiknya dan 

elkolnolmi syariah pada glo lbalnya. Sellain fatwa-fatwa yang melmbelrikan info lrmasi 

 
16  Ahmad Hilmi, “Fath Adz-Dzari’ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Tesis (Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2018), 

hlm. 7-8.  http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf, diakses pada 21 Desember 2023.  

 

http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf
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kelpada masyarakat luas te lntang pelntingnya melngamalkan Islam se lcara jellas, 

telrmasuk solal intelraksi solsial elkolnolmi, juga telrdapat fatwa-fatwa te lntang barang 

halal dan aram le lmbaga keluangan syariah selrta sollusinya. Keltika me lmpelrdelbatkan 

hukum Islam, fakto lr mashlahah melmainkan pelran pelnting dalam untuk melmbuat 

parameltelr suatu hukum. Pada ke lnyataannya, tujuan utama syariat (maqâshid ash-

syari'ah) adalah me lmbantu umat manusia di dunia dan di akhirat. Maksud dari 

pelnellitan skripsi ini adalah untuk me lnjellaskan lelbih jauh bagaimana pe lnelrapan 

Fath adz-Dzarî'ah selbagai salah satu te lknik pelneltapan fatwa Delwan Syariah 

Nasio lnal Majellis Ulama Indo lnelsia (DSN-MUI) dalam belrbagai prolduk hukum, 

khususnya melngelnai isu-isu elkolnolmi moldelrn, di samping kajian telo lritis melngelnai 

hal . Selmelntara pelrbeldaan telntang pelnulis yaitu Analisis Fatwa MUI No l. 83 

Telntang Hukum Dukungan Te lrhadap Pelrjuangan Pale lstina Pelrselpelktif Sadd az|-

z|ari>’ah . Dimana pelnellitian ini akan melmbahas telntang dukungan masyarakat untuk 

Palelstina delngan cara melngharamkan selmua prolduk yang telrafiliasi delngan Israell. 

Keltiga17, skripsi dari Ahmad Maulana Abduh yang belrjudul " Tinjauan 

Sadd Adz- Dzariah Pelncelgahan Kelkelrasan Dalam Rumah Tangga O llelh BP4 KUA 

Kelnjelran Surabaya” De lngan sangat me lnelkankan pada pelncelgahan, Badan 

Pelrtimbangan Pelmbinaan dan Pellelstarian Pelrkawinan (BP4) me lmbantu 

melnghelntikan kelkelrasan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, BP4 be lrpelran 

selbagai melntolr, ko lnsellolr, pelnasihat, kolnsultan, dan me ldiatolr bagi  yang sudah 

melnikah namun me lngalami kelsulitan dalam melncapai tujuan pelrkawinannya, atau 

 
17  Ahmad Maulana Abduh, “Tinjauan Sadd Dzari’ah Terhadap Sistem Pencegahan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BP4 KUA Kenjeran Surabaya”, Skripsi (Surabaya: 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 6-7. http://digilib.uinsa.ac.id/23368/, diakses 

pada tanggal 21 Desember 2023. 

http://digilib.uinsa.ac.id/23368/
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bagi kelluarga yang seldang melmulai selbuah kelluarga (pranikah). Satu-satunya 

olrganisasi yang belrgelrak di bidang pelnyuluhan pelrkawinan dan pe lncelgahan 

pelrcelraian adalah Badan Pe lmbinaan dan Pe llelstarian Pelrkawinan (BP4) yang te llah 

diakui selcara relsmi ollelh pelmelrintah mellalui pelnelrbitan surat kelputusan (SK) 

Melntelri. Agama No lmolr 85 Tahun 1961. Kasus ke lkelrasan dalam rumah tangga 

kelmbali telrjadi pada bulan April yang me llibatkan selolrang ibu rumah tangga yang 

juga melnjadi ko lrban suaminya. Dia me lngalami skelnariol yang sama, me lnjadi 

kolrban kelkelrasan suaminya. Pe llaku melngakui, pelnyelbab telrjadinya hal   adanya 

pelrtelngkaran yang tidak te lrsellelsaikan hingga belrujung kelkelrasan. agar ke lhidupan 

belrmasyarakat dapat be lrjalan delngan baik, maka harus ada suatu badan atau 

olrganisasi yang mampu me lnangani dan belrupaya melnyellelsaikan pelrsolalan-

pelrsolalan yang selring timbul dalam rumah tangga. Selhingga olrganisasi atau badan  

dapat melmbelrikan dampak po lsitif telrhadap telrwujudnya kelutuhan dan 

kelharmolnisan kelluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 

Badan Pelmbinaan dan Pe llelstarian Pelrkawinan (BP4) adalah badan. Se lmelntara 

pelrbeldaan telntang pelnulis yaitu Analisis Fatwa MUI No l. 83 Telntang Hukum 

Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Palelstina Pelrselpelktif Sadd az|-z|ari>’ah . Dimana 

pelnellitian ini akan me lmbahas telntang dukungan masyarakat untuk Pale lstina delngan 

cara melngharamkan selmua prolduk yang telrafiliasi delngan Israell. 

F. Metode Penelitian 

Meltoldollo lgi pelnellitian kualitatif digunakan dalam pelnellitian ini. Pelndelkatan 

kualitatif adalah cara me lngumpulkan info lrmasi delskriptif dari karya te lrtulis, kata-

kata lisan, atau o lbselrvasi pelrilaku. Pelmanfaatan me ltoldollolgi pelnellitian me lmbantu 
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melnghasilkan pelnellitian selcara meltoldis delngan melmpellajari, melmahami, 

melnjellaskan, dan me lnganalisis fakta-fakta yang akan dipe llajari. Belrikut belbelrapa 

hal yang pelrlu dipelrhatikan pada meltoldel pelnellitian diantaranya18: 

A. Jelnis Pelnellitian  

Pelndelkatan pelnellitian kelpustakaan digunakan dalam pe lnellitian ini. 

Melmpellajari buku, catatan, makalah, dan karya tulis lainnya yang be lrhubungan 

delngan tolpik pelnellitian adalah salah satu cara untuk me lngumpulkan data untuk 

prolyelk pelnellitian pelrpustakaan19. 

B.  Jelnis Pelndelkatan Pelnellitian  

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan yuridis no lrmatif selbagai 

meltoldollolginya. Pelndelkatan yuridis-nolrmatif adalah suatu me ltoldel yang 

mellibatkan pelmbacaan pelraturan pelrundangan yang belrkaitan delngan to lpik ini 

selrta pelndelkatan dan ko lnselp telolreltis. Pelndelkatan yuridis nolrmatif melmandang 

hukum selbagai selpelrangkat nolrma yang te lrdiri dari pelrjanjian, kaidah, asas, 

nolrma, dan do lktrin20. 

C. Sumbelr Data 

a. Data Primelr  

Sumbelr primelr adalah sumbelr kajian po lkolk atau prime lr yang dapat 

 
18 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3. 
19 Budi Purwoko dan Wilda Awalina, “Studi Keputusan Penerapan Konseling Expressive 

Writing dalam Lingkup Pendidikan”, artikel (Surabaya: UNESA, 2018), hlm. 2,  

https://www.neliti.com/id/publications/253650/studi-kepustakaan-penerapan-konselingexpressive-

writing-dalam-lingkup-pendidikan, diakses pada 12 November 2023. 
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), hlm. 93.  

 

https://www.neliti.com/id/publications/253650/studi-kepustakaan-penerapan-konselingexpressive-writing-dalam-lingkup-pendidikan,
https://www.neliti.com/id/publications/253650/studi-kepustakaan-penerapan-konselingexpressive-writing-dalam-lingkup-pendidikan,
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melmbelrikan pelnelliti pelngeltahuan selcara langsung21. Data primelr melnurut 

Amirin adalah selbuah data belrisi infolrmasi yang dipelrollelh dari sumbelr 

asli/pelrtama 22 . Kajian ini me lmanfaatkan seljumlah sumbe lr, antara lain 

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 te lntang Hukum Dukungan Pelrjuangan 

Rakyat Pale lstina.  

b. Data Selkundelr  

Sumbelr selkundelr adalah sumbelr infolrmasi yang digunakan be lrsama 

delngan sumbelr primelr dalam pelnellitian; infolrmasinya dapat belrbelntuk 

karya telrtulis. Sumbelr selkundelr adalah karya tulis yang dite lrbitkan atau 

ditulis ollelh pelnulis yang tidak me llakukan pelnellitian selcara langsung atau 

bukan pelncipta telolri. Belbelrapa sumbelr selkundelr diko lnsultasikan dalam 

pelnellitian ini,: buku Ushul Fiqh karya Suwarjin, Ushul Fiqh Jilid 2 karya 

Amir Syarifuddin, dan Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam 

karya Achmad Yasin.  

D. Meltoldel Pelngumpulan Data  

Pelndelkatan dolkumelntasi digunakan dalam pelnellitian ini untuk 

melngumpulkan data. Pro lsels pelngumpulan data me llalui pelmelriksaan belbelrapa 

dolkumeln telrtulis atau relkaman dikelnal delngan telknik dolkumelntasi. Bahan 

telrtulis telrdiri dari buku, buku catatan, te lsis, elsai, catatan, dan se lbagainya. 

Seldangkan do lkumeln relkaman telrdiri dari relkaman audio l, film, gambar, 

 
21 Agus Sunaryo, dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto, 2019), hlm. 10. 
22 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 

71.  
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screlelnsholt, dan lainnya23. 

E. Meltoldel Analisis Data  

Melto ldel analisis data yang digunakan pada pelnellitian ini yaitu: 

Melto ldel analisis data me lrupakan pelndelkatan analisis data yang 

melmbelrikan pelnelkanan kuat pada pelnafsiran simbo ll, pelmahaman maknanya, 

selrta substansi dan makna ko lmunikasi24. Telknik yang mellibatkan me lmbeldah 

telks atau isi buku. Dalam pelnellitian ini, fatwa MUI No.l 83 Tahun 2023 telntang 

Hukum Dukungan Pelrjuangan Pale lstina dikaji mellalui kacamata analisis 

kolnteln.  

G. Sistem Pembahasan 

Tujuan dari kelrangka diskusi sistelmatis pelnellitian ini adalah untuk 

melmbelrikan arahan bagi po lkolk pelrdelbatan utama yang akan dibahas dalam te lsis 

ini. pelrlu dipelrjellas hal-hal belrikut melngelnai pelnellitian ini: 

Bab pelrtama belrisi telntang pelndahuluan melmbahas latar bellakang masalah, 

delfinisi olpelrasio lnal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan 

sistelmatika pelmbahasan. 

Bab keldua belrisi pelnjellasan melngelnai telolri telntang sadd az|-z|ari>’ah  

melncangkup pelngelrtian sadd az|-z|ari>’ah , rukun dan syarat sadd az|-z|ari>’ah , dasar 

hukum sadd az|-z|ari>’ah , dan macam-macam sadd az|-z|ari>’ah . 

Bab tiga be lrisi seljarah Majellis Ulama Indo lnelsia, meltoldel pelnetapan Fatwa 

 
23 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, ..., hlm. 85.  
24 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011, hlm. 176. 
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MUI, Fatwa MUI te lntang hukum dukungan telrhadap Palelstina. 

Bab kelelmpat belrisi Telmuan dan analisis pe lnellitian selsuai delngan latar 

bellakang masalah yang telrtulis dan rumusan masalah yang te llah disiapkan pelnelliti. 

Bab kellima belrisi kelsimpulan dan saran. Pada bagian akhir pelnellitian 

telrdapat daftar pustaka, lampiran selrta riwayat hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SADD AZ|-Z|ARI><’AH 

A. Pengertian Sadd Az|-Z|ari>’ah 

Hukum islam bukan untuk me lngatur pelrbuatan yang melmbuat manusia 

melrasa telrtelkan, te ltapi belrtujuan untuk melncapai kelmaslahatan manusia se lndiri dan 

melnghindari kelrusakan  atau mafsadah. Untuk melncapai seltiap hal yang akan dituju 

akan mellalui belbelrapa prolsels atau jalan yang me lnuju kelbaikan atau kelmaslahatan 

yang dianjurkan, te ltapi jalan atau pro lsels yang me lnuju kelrusakan atau mafsadah 

maka dilarang. Co lnto lhnya selselolrang akan me lmpelrollelh ilmu,  maka  ia  harus  

bellajar.  Untuk  sampai  dapat be llajar,   ia   harus   me llalui   belbelrapa pro lsels atau 

jalan yaitu ia harus melmilik kelcelrdasan, selmangat, kelsabaran, biaya, me lncari guru 

dan melmbutuhkan waktu yang lama. Ke lgiatan  po lkolk  dalam  hal  ini adalah be llajar 

atau melncari ilmu, dan ke lgiatan lain itu dise lbut pelrantara, jalan atau pro lsels. 

Pelrsolalan yang dipe lrbincangkan para ‘ulama adalah pro lsels atau jalan yang be llum 

melmpunyai dasar hukum, pelrbuatan prolsels atau jalan itu dinamakan az|-z|ari>’ah25. 

Melnurut Al Qarafi se lcara telrmino llolgi sadd az|-z|ari>’ah adalah me lmoltolng 

jalan kelrusakan untuk melnghindari kelrusakan telrselbut. Jika pelrbuatan telrselbut

 
25  Husni Fuaddi, “Saddu Dzari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam”,  Ahkam: Jurnal 

Syariah Dan Hukum, (Riau: IAI Edi Haryono Madani), Vol. 4, No. 1, Oktober 2023, hlm. 17, 

Https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5, diakses pada tanggal 12 Maret 

2024. 

   

https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/download/5/5
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sudah belbas dari kelrusakan, namun jika pe lrbutan telrselbut adalah jalan atau unsur 

dari kelrusakan te lrselbut maka hal telrselbut diharuskan untuk dilakukan26. 

Selcara te lrminollolgis, selbagaimana yang te lrlihat di dalam strukturnya, 

kalimat sadd az|-z|ari>’ah adalah kalimat majmuk, yang belrarti kalimat tadi te lrbelntuk 

selbab campuran be lrasal 2 butir kata yang be lrbelda, yaitu sadd dan az|-z|ari>’ah. 

Belrikut adalah pe lndapat para ulama’ fiqih dan ushul me lngelnai makna sadd az|-

z|ari>’ah:  

Al-Baji me lndifinisikan sadd az|-z|ari>’ah selbagai suatu pelrkara yang pada 

lahiriyah bollelh dikelrjakan, teltapi karelna pada akhirnya me lngarah kelpada pelrbuatan 

yang dilarang, maka pe lrkara telrselbut telrhalang untuk dilakukan27. Belrdasarkan itu, 

maka Ibnu Qayyim me lndelfinisikan az|-z|ari>’ah selbagai selsuatu pelrbuatan yang 

selcara lahiriyah bo llelh dilakukan, namun ia tidak bo llelh dilakukan ke ltika ia 

melngarah kelpada pelrbuatan yang haram. Dari pe lnjellasan diatas kita dapat 

disimpulkan bahwa suatu pe lrkara, baik itu be lrupa pelrkataan maupun pe lrbuatan, 

yang pada asalnya bo llelh dilakukan me lnurut syari’at Islam, namun jika pada 

akhirnya melnimbulkan ke lmudharatan, maka pe lrkara telrselbut selbaiknya 

ditinggalkan. Hal ini se ljalan delngan apa yang diungkapkan o llelh Ibnu Qayyim 

dalam melndelfinisikan kalimat sadd az|-z|ari>’ah. 

Sadd az|-z|ari>’ah telrdiri dari 2 kata, yaitu sadd dan az|-z|ari>’ah. Selcara 

bahasa kata sadd, belrasal asal kata bahasa Arab yaitu sadda-
yasuddu-saddun, yangg melmiliki banyak selkali makna, di antaranya 

 
26  Ruhul Amin, “Sadd Al-Dzari’ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi 

Syari’ah”, Jurnal Justisia Ekonomika, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4 

No. 1, Desember 2020, hlm. 2. Https://.dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856, diakses pada tanggal 

26 Februari 2024. 
27 Ismail Jaili, Eksistensi Sadd adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M), (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 47. 

 

http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856
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artinya melnutup telmpat yang telrbuka. Sadd  pula belrarti pelnutupan, 

pelnghalangan dan  pelnahanan. Belntuk jamaknya me lrupakan 

asuddah dan sudu>d. Seldangakan kata az|-z|ari>’ah  melurut bahasa atau 

lughawi yaitu28:  

 

يًّا اوَْ مَعْنَوِ يًّّ  لَةُ الَتِِ يَ تَ وَصَلُ بََاَ اِلََ الشَيْْءِ سَوَا كَا نَ حِسِ   الوَسِي ْ
 

“Jalan yang me lmbawa kelpada selsuatu, selcara hissi atau ma’nawi, 

baik atau buruk.” 

 

Arti lughawi ini me lngandung ko lnoltasi yang neltral tanpa me lmbelrikan 

pelnilaian kelpada hasil pe lrbuatan. Pelngelrtian neltral inilah yang diangkat o llelh Ibnu 

Qayyim kel dalam rumusan delfinisi telntang az|-z|ari>’ah, yaitu29:  

لَةً  وَ طَريِْ قًا اِلََ الش يْءِ   مَا كَا نَ وَ سِي ْ  
“Apa-apa yang melnjadi pelrantara dan jalan kelpada selsuatu.” 

 

 Adapun istilah az|-z|ari>’ah, dia adalah delrivasi asal kata kelrja z|ara’a, yang 

belrarti melnjulur dan  be lranjak kel arah delpan. Dikatakan bahwa se ltiap ranting 

(dahan) belrpangkal dari batang po lholn yg utama. Arti lain belrasal istilah az|-z|ari>’ah 

melrupakan meldia atau wahana buat hingga ke lpada selsuatu, dan  kata ini me lmiliki 

belntuk plural (jamak) yaitu az|-z|ara’a. Telrdapat juga pelngelrtian lain be lrasal istilah 

az|-z|ari>’ah yaitu karelna (causel), mirip dikatakan bahwa si fulan me lnjadi pelnyelbab 

keldatangan saya kelpadamu. 

Sellain ulama yang me lmaknai az|-z|ari>’ah selcara umum, telrdapat para ulama 

yang melmaknai az|-z|ari>’ah selcara spelsifik. Kellolmpolk ulama ini melngatakan bahwa 

az|-z|ari>’ah adalah pelrantara yang me lndatangkan mafsadat, se lhingga me lnjadi 

 
28 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 424. 
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, …, hlm. 424. 
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telrlarang dan harus ditutup atau dice lgah. Belbelrapa ulama yang me lmaknai az|-

z|ari>’ah selcara spelsifik antara lain30: 

1. Asy-Syathibi me lndelfinisikan az|-z|ari>’ah  di dalam kitab al muwafaqat selbagai 

(pelrantara suatu pe lkelrjaan yang selmula me lngandung kelmaslahatan yang 

melnuju kelmafsadtan).Ibnu Rusyd melngatakan bahwa az|-z|ari>’ah adalah suatu 

yang pada dasarnya bo llelh, teltapi kelmudian pelnghubunganya me lmbawa pada 

yang dilarang, misal jual be lli yang belrujung riba.  

2. Al-Qurthubi belrpelndapat bahwa yang dimaksud de lngan az|-z|ari>’ah adalah 

pelrbuatan selcara elselnsial tidak dilarang, namun se lselolrang dikhawatirkan jatuh 

pada pelrbuatan pada pelrbuatan yang dilarang kare lna pelrbuatan itu selndiri.  

3. Asy-Syawkani me lngatan bahwa az|-z|ari>’ah adalah suatu pelrantara se lcara lahir 

bollelh, namun dapat melmbawa kelpada yang dilarang.  

4. Ibnu Taymiyyah be lrpelndapat bahwa az|-z|ari>’ah adalah agak lunak. Maksudnya 

adalah suatu pelrantara untuk me lncapai tujuan, dalam ke lbiasaan yang dise lbut 

delngan istilah untuk me lnyelbut selsuatu yang mana me lmbawa kelpada yang 

haram.  

Belrdasarkan delfinisi di atas, maka az|-z|ari>’ah  melmiliki dua sisi, yaitu sadd 

az|-z|ari>’ah yaitu apabila jalan te lrselbut melngantarkan kelpada se lsuatu yang 

belrbahaya (mudharat), dan fath az|-z|ari>’ah  yaitu apabila ia jalan me lnuju kelpada 

kelmaslahatan. Bahkan me lnurut al-Qarafi az|-z|ari>’ah itu bisa melnghasilkan hukum 

haram, wajib, sunat, makruh te lrgantung kelpada arah dari jalan itu, kalau se lsuatu itu 

 
30 M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 30-31.  
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jalan melnuju haram, maka hukumnya haram, se lsuatu melnjadi jalan kelpada yang 

wajib, hukumnya wajib, se lsuatu melnjadi jalan kelpada yang makruh, maka 

hukumnya juga makruh31. 

B. Dasar hukum Sadd az|-z|ari>’ah 

Sadd az|-z|ari>’ah dipelrsellisihkan kelhujjahannya di kalangan para ulama. 

Melnurut Imam Malik dan Imam Ahmad az|-z|ari>’ah adalah salah satu dalil fikih. 

Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah melngatakan bahwa sadd az|-z|ari>’ah itu adalah 

selpelrelmpat agama. Imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah pada ke ladaan te lrtelntu juga 

melnggunakannya namun me lnollaknya pada keladaan yang lain. Seldang Ibnu Hazm 

al-Dzahiri melno llaknya selcara mutlak selbagai salah satu dalil hukum Islam32. 

Dasar hukum dari Sadd az|-z|ari>’ah selndiri adalah Al-qur’an, sunnah, kaidah 

fiqh, dan lo lgika. 

1. Al-qur’an  

Dalam al qur’an se lndiri Sadd az|-z|ari>’ah dijellaskan dalam Q.S. Al 

An’am ayat 108: 

 

لِكَ زَي َّنَّا لِ  ۗ  كَذََٰ ا بِغَيِْْ عِلْم ًۢ كُلِ  وَلََ تَسُبروا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱلِلَِّ فَ يَسُبروا۟ ٱلِلََّ عَدْوًًۢ
عَمَلَهُمْ ثَُُّ إِلَََٰ رَبَِ ِم مَّرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِ ئُ هُم بِاَ كَانوُا۟ يَ عْمَلُونَ أمَُّة     

“Dan janganlah kamu me lnghina pelrkara-pelrkara yang 

melrelka selmbah yang sellain Allah, karelna melrelka kellak akan 

melncelcar Allah delngan me llampaui bata, de lngan tidak 

belrpelngeltahuan”. 

 

 
31 Zaenudin Mansyur, Ushul Fiqh Dasar, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 81. 
32 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169. 
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Selbelnarnya melncaci dan me lnghina pelnyelmbah sellain Allah itu 

bollelh -bo llelh saja, bahkan jika pe lrlu bollelh melmelranginya. Namun kare lna 

pelrbuatan melncaci dan melnghina itu akan melnyelbabkan pelnyelmbah sellain 

Allah itu akan me lncaci Allah, maka pe lrbuatan melncaci dan me lnghina itu 

melnjadi dilarang.  

Sadd az|-z|ari>’ah juga dijellaskan di dalam Q.S an- Nur  ayat 31: 

يعًا أيَرهَ ٱلْمُؤْمِ  ۚ  وَتوُبوُ إِلََ ٱلِلَِّ جََِ نُونَ وَلََ يَضْربِْنَ بِِرَْجُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا يُُْفِيَ مِن زيِنَتِهِنَّ

 لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

“Dan janganlah melrelka me lmukulkan kakinyua agar dike ltahui 

pelrhiasan yang melrelka selmbunyikan. Dan belrtaubatlah kamu 

selkalian kelpada Allah, hai o lrang-olrang yang belriman supaya kamu 

belruntung.” 

 

Selbelnarnya melnghelntakkan kaki itu bo llelh-bollelh saja bagi 

pelrelmpuan, namun karelna melnyelbabkan pelrhiasannya yang te lrselmbunyi 

dapat dike ltahui olrang selhingga akan me lnimbulkan rangsangan bagi yang 

melndelngar, maka me lnghelntakkan kaki itu melnjadi telrlarang. 

Dari dua co lnto lh ayat di atas telrlihat adanya larangan bagi pelrbuatan 

yang dapat me lnyelbabkan selsuatu yang te lrlarang, melskipun se lmula pada 

dasarnya pelrbuatan itu bo llelh hukumnya. 

2. Sunnah 

Nabi SAW belrpelsan untuk hati-hati telrhadap pelrkara subhat.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ الَْْلَلُ   عْتُ رَسُولَ الِلَِّ صَلَّى الِلَّ الن رعْمَانَ بْنَ بَشِيْ  يَ قُولُ سََِ
بَيِ   وَالْْرََامُ بَيِ   وَبَ يْ نَ هُمَا مُشَب َّهَات  لََ يَ عْلَمُهَا كَثِيْ  مِنْ النَّاسِ فَمَنْ ات َّقَى 
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بُ هَاتِ كَرَاع  يَ رْعَى حَوْلَ الِْْمَى   الْمُشَب َّهَاتِ اسْتَبْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِِ الشر
يوُشِكُ أَنْ يُ وَاقِعَهُ أَلََ وَإِنَّ لِكُلِ  مَلِك  حًِْى أَلََ إِنَّ حَِْى الِلَِّ فِِ أرَْضِهِ مَََارمُِهُ أَلََ  

كُلرهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْْسَدُ   وَإِنَّ فِِ الَْْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْْسَدُ 
 كُلرهُ أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ 

“An Nu'man bin Basyir be lrkata; aku melndelngar Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam be lrsabda: "Yang halal sudah je llas dan 

yang haram juga sudah je llas. Namun diantara kelduanya ada pelrkara 

syubhat (samar) yang tidak dike ltahui ollelh banyak o lrang. Maka 

barangsiapa yang me lnjauhi diri dari yang syubhat be lrarti tellah 

melmellihara agamanya dan ke lholrmatannya. Dan barangsiapa yang 

sampai jatuh (melngelrjakan) pada pelrkara-pelrkara syubhat, sungguh 

dia selpelrti selolrang pelnggelmbala yang me lnggelmbalakan te lrnaknya 

di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke l dalamnya. 

Keltahuilah bahwa seltiap raja me lmiliki batasan, dan keltahuilah 

bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang 

diharamkan-Nya. Dan keltahuilah pada se ltiap tubuh ada se lgumpal 

darah yang apabila baik maka baiklah tubuh te lrselbut dan apabila 

rusak maka rusaklah tubuh te lrselbut. Keltahuilah, ia adalah hati". (HR 

Bukhari)” 

 

Nabi SAW me llarang melncaci o lrang tua olrang lain  

وَعَنْ عَبْدِ الِلَِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ الِلَِّ صلى الله عليه و 
سلم قاَلَ: “مِن الكَبَائرِِ: شتم الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ” قِيْلَ: وَهَلْ يَسُبر الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قاَلَ: 
ه “نَ عَمْ، يَسُبر أبَََ الرَّجُلِ، فَ يَسُبر الرجل أبَََهُ، وَيَسُبر أمَُّهُ، فَ يَسُبر أمَُّهُ.” مُت َّفَق  عَلَيْ   

 

“Dari Abdullah bin Umar selsungguhnya Rasulullah SAW be lrsabda: 

Telrmasuk dolsa belsar adalah se lselolrang melncella (melnghina) keldua 

o lrang tuanya. Para sahabat be lrtanya: “wahai rasulullah apakah 

mungkin se lselolrang itu me lcella keldua olrang tuanya? Rasulullah 

Melnjawab: ya, telntu, yaitu ke ltika dia melncaci (me lnghina) bapak 

selselolrang, maka o lrang telrselbut ganti melncaci bapaknya. Keltika ia 

melncaci ibu selsolrang, maka o lrang telrselbut ganti me lncaci ibunya. 

(Mutafaqun alaih)33. 

 

 
33 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 192. 
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Ulama yang me lnollak melto ldel sadd az|-z|ari>’ah selcara mutlak adalah 

ulama Zhahiriyah. Pelnollakan itu selcara panjang lelbar dibelbelrkan o llelh Ibnu 

Hazm yang intisarinya adalah selbagai belrikut34:  

a. Hadis yang dike lmukakan o llelh ulama yang me lngamalkan sadd az|-

z|ari>’ah  itu dilelmahkan dari se lgi sanad dan maksud artinya. Hadis itu 

diriwayatkan dalam banyak ve lrsi yang belrbelda pelrawinya. Maksud 

hadis telrselbut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang me lnggelmbala 

di dalam padang yang te lrlarang, seldangkan yang me lnggelmbala di 

selkitarnya tidak dilarang. Antara me lnggelmbala di dalam de lngan di 

selkitar padang itu, hukumnya tidak sama. Kare lna itu hukumnya kelmbali 

kelpada hukum asalnya, yaitu mubah (bo llelh).  

b. Dasar pelmikiran sadd az|-z|ari>’ah itu adalah ijtihad de lngan belrpato lkan 

kelpada pelrtimbangan kelmaslahatan, seldangkan ulama Zhahiriyah 

melno llak selcara mutlak ijtihad delngan ra’yu (daya nalar) selpelrti ini.   

c. Hukum syara’ hanya melnyangkut apa-apa yang diteltapkan Allah dalam 

Al-Qur’an atau dalam Sunah dan Ijma>  ulama. Adapun yang dite ltapkan 

di luar keltiga sumbelr itu bukanlah hukum syara’. Dalam hubungan nya 

delngan sadd az|-z|ari>’ah dalam belntuk kelhati-hatian yang dite ltapkan 

hukumnya delngan nash atau ijma>, hanyalah hukum po lkolk atau 

 
34 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 192. 
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maqâshid, seldangkan hukum pada az|-z|ari>’ah tidak pelrnah dite ltapkan 

ollelh nash atau ijma>. 

3. Kaidah Fikih  

Diantara kaidah fikih yang digunakan dasar pe lnggunaan sadd az|-

z|ari>’ah adalah me lnollak kelburukan (mafsadah) lelbih diutamakan daripada 

melraih kelbaikan (maslahah). 

Kaidah ini me lrupakan asasi yang bisa melncangkup masalah-

masalah turunan yang dibawahya. Belrbagai kaidah lain juga belrsandar pada 

kaidah ini. Karelna itulah, sadd az|-z|ari>’ah bisa disandarkan pada kaidah 

telrselbut. Hal ini juga bisa dipahami, kare lna telrdapat unsur mafsadah yang 

harus dihindari35.  

Ada belbelrapa kaidah sadd az|-z|ari>’ah yang yang tellah dike lmbangkan 

ollelh para ulama yang dihimpun dibawah ini, se lbagai belrikut36:  

Kaidah Pertama : 

 دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّم  عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ 

Melnollak kelrusakan lelbih utama (didahulukan) dari 

melngambil manfaat.  

 

Kaidah Kedua :  

 الْرَيُِم لََحُُكْمُ مَاهُوَ حَرِيم  لهَ 

 
35  Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, Akses: Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 

21.  Http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 
36 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 195-197. 

 

http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264
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Yang melngellilingi larangan hukumnya sama de lngan yang 

dikelliling.  

 

 

Kaidah Ketiga : 

قَاصِدِ 
َ
لَةُ لََاَ أَحْكَامُ الم  الوَسِي ْ

Hukum wasilah te lrgantung pada tujuan tujuannya.  

 

Selnada delngan kaidah di atas, Ibn Qayim me lnyatakan selbagai 

belrikut37:   للمقصود تابعة  المقصود  Sarana yang me فوسيلة  lngantarkan tujuan, 

maka melngikuti tujuan. 

Kaidah Keempat :  

هَا إِذَا تَ زاَحََْتِ   مَ اْلَخَفر مِن ْ هَا وَإِذَا تَ زاَحََْتِ الْمَفَاسِدُ قُدِ  مَ اْلَعْلَى مِن ْ الْمَصَالِحُ قُدِ   

Jika ada belbelrapa kelmaslahatan belrtabrakan, maka maslahat 

yang le lbih belsar (lelbih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada 

belbelrapa mafsadah (bahaya, ke lrusakan) belrtabrakan, maka yang 

dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. 

 

Kaidah Kelima : 

 ما حرم أخذه حرم  إ ععطاؤه 

Apa yang haram me lnggunakannya, haram pula 

melmpelrollelhnya. Selsuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula 

melmbelrikannya. 

 

 

 

 
37 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 195-197. 
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Kaidah Keenam 

 اِذَا اجْتَمَعَا الَْْلَ لُ وَ الْْرَاَمُ غَلَبَ الْْرَاَمُ 

Apabila belrkumpul antara yang halal dan yang haram, 

dimelnangkan yang haram. 

 

4. Lolgika  

Selcara lo lgika, keltika selselolrang dipelrbollelhkan suatu pe lrbuatan, 

melstinya ia uga me lmpelrbollelhkan selgala hal yang akan me lngantarkan 

kelpada hal te lrselbut, belgitupun selbaliknya. Hal ini se lnada delngan ungkapan 

Ibnu Qiyyim dalam kitab A’lam al-Muwaqqi’in : 

“ keltika Allah mellarang suatu hal, maka Allah pun akan 

mellarang dan melncelgah selgala jalan pelrantara yang bisa 

melngantarkan kelpadanya. Hal itu me lnguatkan dan me lnelgaskan 

pellarangan telrselbut. Namun jika Allah me lmpelrbollelhkan selgala 

jalan dan pelrantara telrselbut, telntu hal belrtollak bellakang delngan 

pelrantara yang tellah diteltapkan38.  

 

C. Rukun dan Syarat Sadd az|-Z|ari>’ah 

1. Rukun sadd az|-z|ari>’ah yang dipahami dari delfinisi selcara istilah syarat ada tiga, 

yaitu39: 

a. Wasilah atau al-mutazari bih, yaitu selsuatu yang melnjadi jalan (wasilah) 

yang melnyampaikan kelpada suatu maksud. 

 
38  Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, Akses: Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 

21.  Http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 
39 Muhammad Hanif Bin Ililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah sebagai Dalil Hukum Islam 

(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, Skripsi, (Banda Aceh: Unversitas 

Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2021), Https://repository.ar-raniry.ac.id/, hlm. 25. 

diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 

 

http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264
https://repository.ar-raniry.ac.id/
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b. Al-Ifda yaitu selsuatu yang melnghubungkan antara sarana atau jalan 

delngan tujuan.  

c. Al- Mutawassal ilayh yaitu pelrbuatan yang tidak dilarang se lcara elselnsial, 

ini dise lbut selbagai tujuan.  

2. Melnurut Muhammad Hasyim al-Burhani, rukun-rukun az|-z|ari>’ah yaitu40: 

a. Pelrbuatan atau tindakan yang belrlaku selhingga pelrantara kelpada selsuatu.  

b. Pelnyelbab atau adanya dugaan kuat bahwa pe lrbuatan itu akan me lmbawa 

kelpada kelrusakan. 

c. Pelrbuatan yang me lnjadi wasilah ke lpada yang dilarang (al-mutawashil 

ilaih).  

Untuk me lneltapkan hukum jalan (sarana) yang me lngharamkan kelpada 

tujuan, pelrlu dipelrhatikan41:  

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya 

wajib, maka jalannyapun diwajibkan.  

2. Niat (Moltif). Jika niatnya untuk me lncapai yang halal, maka hukum sarananya 

halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.  

3. Akibat dari suatu pe lrbuatan. Jika akibat suatu pe lrbuatan me lnghasilkan 

kelmaslahatan selpelrti yang diajarkan syari’ah, maka wasilah hukumnya bo llelh 

 
40 Muhammad Hanif Bin Ililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah sebagai Dalil Hukum Islam 

(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, Skripsi, (Banda Aceh: Unversitas 

Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2021), hlm. 26-27. Https://repository.ar-

raniry.ac.id/, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 
41  Nur ‘Ain Harahap, “Saddu Al-Dzari’ah Muamalah”, Jurnal Bisnis Net, (Medan: 

Universitas Dharmawangsa), Vol. 2, No. 3,  2019, hlm. 82. Https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428, 

diakses pada tanggal 14 April 2024. 

 

https://repository.ar-raniry.ac.id/
https://repository.ar-raniry.ac.id/
https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428
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dikelrjakan, dan se lbaliknya jika akibat pe lrbuatan adalah kelrusakan, walaupun 

tujuannya delmi kelbaikan, maka hukumnya tidak bo llelh. 

Colnto lhnya selpelrti yang seldang marak dibicarakan se lkarang yaitu katup 

jantung. Pada dasarnya me lmbeldah olrang yang sudah melninggal itu dilarang se lpelrti 

hadits Hadis Nabi riwayat Abu Daud : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ كَكَسْرهِِ حَيًّا   قاَلَ رَسُولُ الِلَِّ صَلَّى الِلَّ
“Melmelcah/melrusak tulang o lrang yang tellah melninggal dunia sama 

delngan me lmelcahkannya/melrusaknya selwaktu manusia itu masih hidup.” 

(HR. Abu Daud).  

 

Namun ada kaidah lain yang belrbunyi :  

“Kelholrmatan o lrang masih hidup diutamakan dari pada ke lholrmatan 

olrang yang tellah melninggal dunia”. 

 

Bollelhnya me llakukan pelmbeldahan telrhadap pelrut jelnazah/o lrang yang te llah 

melninggal dunia delngan tujuan untuk melnyellamatkan harta atau jiwa o lrang lain. 

Melnurut Ibnu Qolyyim selcara luas melmbicarakan ko lnselp az|-z|ari>’ah, namun 

delmikian belliau tidak me lnyelbutkan syarat-syarat telrtelntu dalam me llakasanakan 

kolnselp ini selcara de ltil dan me lnyelluruh. Ada ke lmungkinan, bahwa syarat-syarat 

telrselbut tellah telrkandung di dalam pelmbagian atau macam-macam sadd az|-z|ari>’ah 

yang tellah belliau je llaskan dalam belbelrapa buku yang belliau tulis.  Pada 

pelmbahasan ini, pe lnulis ingin me lnyajikan belbelrapa syarat-syarat sadd az|-z|ari>’ah 

melnurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya adalah42:  

1. Kelburukan yang ke lmungkinan akan timbul dari suatu pe lrbuatan yang mubah 

belnar-belnar jellas dan lelbih belsar dari kelmaslahatan yang ditimbulkannya.  

 
42 Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fih: Kajian Pemikiran Ibnu 

Qoyyim al-Jauziyyah (iw.751H/350M), (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 66-74. 
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Melnurutnya syarat yang pelrtama ini, selpelrti yang diselbutkan dalam pelmbagian 

keltiga dari ko lnselp sadd az|-z|ari>’ah itu selndiri, yaitu az|-z|ari>’ah selbagai sarana 

yang bollelh digunakan dan tidak diikuti delngan niat (tujuan) yang me lngarah 

kelpada pelrbuatan tidak baik, akan te ltapi bila pe lrbuatan itu dilakukan maka ia 

akan lelbih banyak me lnimbulkan kelmudharatan, bahkan kelmudharatannya 

lelbih belsar daripada kelmaslahatannya. 

2. Pelrbuatan yang bo llelh dilakukan karelna belrpijak kelpada kolnselp sadd az|-z|ari>’ah 

tidak bo llelh te lrus-melnelrus belrulang. Apabila ke lbutuhan telrhadap se lsuatu dan 

kelbaikan yang ada di dalamnya le lbih belsar dari kelburukan yang 

ditimbulkannya, maka harus dipe lrhatikan sisi se lbab dan melngabaikan hasil 

akhir. 

3. Kaidah sadd az|-z|ari>’ah tidak bo llelh belrtelntangan delngan nash Syar’i. Ke ltika 

telrjadi pelrtelntangan antara kaidah sadd az|-z|ari>’ah delngan nash syar’i, maka 

usaha untuk melnggunakan kaidah sadd az|-z|ari>’ah selbagai selbuah ko lnselp untuk 

melmfolrmulasikan hukum me lnjadi batal. Delngan belgitu, selcara akal se lhat dan 

selcara syari’at. tidak bo llelh melngajukan dalil-dalil yang belrtelntangan di atas 

dalil-dalil yang sudah diselpakati ollelh para ulama.  

D. Macam-macam Sadd az| -z|ari>’ah 

Selcara garis be lsar, pelmbagian sadd az|-z|ari>’ah dapat dike llolmpo lkkan 

melnjadi belbelrapa aspelk: pelrtama belrdasarkan hasil yang diakibatkan se lcara umum, 

dan keldua belrdasarkan aspe lk tingkat kelmudharatan yang diakibatkan. 

Delngan me lmandang kelpada akibat (dampak) yang ditimbulakannya, Ibn 
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Qayyim melmbagi az|-z|ari>’ah melnjadi elmpat, yaitu43:  

1. Az|-z|ari>’ah yang melmang pada dasarnya me lmbawa kelpada kelrusakan selpelrti 

melminum minuman yang me lmabukkan yang me lmbawa kelpada ke lrusakan 

akal atau mabuk, pe lrbuatan zina yang me lmbawa pada kelrusakan tata 

kelturunan. 

2. Az|-z|ari>’ah yang ditelntukan untuk se lsuatu yang mubah, namun ditunjukan 

untuk pelrbuatan buruk yang me lrusak, baik de lngan selngaja se lpelrti nikah 

muhalil, atau tidak se lngaja selpelrti melncaci selmbahan agama lain. Nikah itu 

selndiri hukumnya pada dasarnya bo llelh, namun karelna dilakukan delngan niat 

melnghalalkan yang haram me lnjadi tidak bo llelh hukumnya. Me lncaci 

selmbahan agama lain itu se lbelnarnya hukumnya mubah; namun kare lna cara 

telrselbut dapat dijadikan pe lrantara bagi agama lain untuk melncaci Allah 

melnjadi telrlarang mellakukannya.  

3. Az|-z|ari>’ah yang selmula ditelntukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk 

kelrusakan, namun biasanya sampai juga ke lpada kelrusakan yang mana 

kelrusakan itu le lbih belsar dari kelbaikannnya, selpelrti belrhiasnya selselolrang 

pelrelmpuan yang baru ke lmatian suami dalam masa ‘iddah. Be lrhiasnya 

pelrelmpuan bo llelh hukumnya, teltapi dilakukannya be lrhias itu justru baru saja 

suaminya mati dan masih dalam masa ‘iddah ke ladaannya melnjadi lain.  

 
43 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 195. 
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4. Az-|z|ari>’ah yang selmula ditelntukan untuk mubah, namun te lrkadang 

melmbawa kelpada kelrusakan, seldangkan kelrusakannya lelbih kelcil dibanding 

kelbaikannya. Co lnto lh dalam hal ini mellihat wajah pelrelmpuan saat dipinang. 

Dari selgi tingkat ke lrusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al Syatibi 

melmbagi az|-z|ari>’ah  kelpada 4 macam, yaitu44:  

1. Az|-z|ari>’ah yang melmbawa kelpada kelrusakan selcara pasti. Artinya, bila 

pelrbuatan az|-z|ari>’ah itu tidak dihindarkan pasti akan te lrjadi kelrusakan. 

Umpamanya me lnggali lubang di tanah se lndiri delkat pintu rumah se lselolrang 

di waktu gellap, dan seltiap o lrang yang kelluar dari rumah itu pasti akan te lrjatuh 

kel dalam lubang te lrselbut. Selbelnarnya me lnggali lubang itu bo llelh-bollelh saja. 

Namun pelnggalian yang dilakukan dalam kolndisi yang selpelrti itu akan 

melndatangkan kelrusakan.  

2. Az|-z|ari>’ah  yang melmbawa kelpada kelrusakan melnurut biasanya, delngan arti 

kalau az|-z|ari>’ah itu dilakukan, maka ke lmungkinan belsar akan timbul 

kelrusakan atau akan dilakukannya pe lrbuatan yang dilarang. Umpamanya 

melnjual anggur ke lpada pabrik pelngo llahan minuman kelras, atau me lnjual 

pisau kelpada pelnjahat yang seldang me lncari musuhnya. Melnjual anggur itu 

bollelh-bollelh saja dan tidak me lsti pula anggur yang dijual itu dijadikan 

minuman kelras; namun melnurut kelbiasaan, pabrik minuman ke lras melmbelli 

anggur untuk dio llah melnjadi minuman ke lras. Delmikian pula me lnjual pisau 

 
44 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 429. 
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kelpada pelnjahat telrselbut, kelmungkinan belsar akan digunakan untuk 

melmbunuh atau melnyakiti o lrang lain.  

3. Az|-z|ari>’ah yang melmbawa kelpada pelrbuatan telrlarang me lnurut 

kelbanyakannya. Hal ini be lrarti bila az|-z|ari>’ah itu tidak dihindarkan se lring 

kali selsudah itu akan me lngakibatkan belrlangsungnya pelrbuatan yang 

telrlarang. Umpamanya jual be lli kreldit. Melmang tidak sellalu jual belli kreldit 

itu melmbawa kelpada riba, namun dalam prakte lknya selring dijadikan sarana 

untuk riba.  

4. Az|-z|ari>’ah  yang jarang selkali melmbawa kelpada kelrusakan atau pelrbuatan 

telrlarang. Dalam hal ini se landainya pelrbuatan itu dilakukan, bellum te lntu akan 

melnimbulkan kelrusakan. Umpamanya me lnggali lubang di ke lbun selndiri 

yang jarang dilalui o lrang. Melnurut kelbiasaannya tidak ada olrang yang belrlalu 

(lelwat) di te lmpat itu yang akan te lrjatuh kel dalam lubang. Namun tidak 

telrtutup kelmung kinan ada yang nyasar lalu dan te lrjatuh kel dalam lubang 

Jumhur ulama yang pada dasarnya me lnelmpatkan fakto lr manfaat dan 

mudarat selbagai bahan pelrtimbangan dalam me lneltapkan hukum, pada dasarnya 

juga melnelrima me ltoldel sadd az|-z|ari>’ah  itu, melskipun belrbelda dalam kadar 

pelnelrimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dike lnal banyak me lnggunakan 

fakto lr maslahat delngan selndirinya juga banyak me lnggunakan me ltoldel sadd az|-

z|ari>’ah. Mustafa Syalabi me lngellolmpo lkkan belbelrapa pelndapat ulama te lntang sadd 

az|-z|ari>’ah kel dalam tiga ke llolmpo lk, yaitu45:  

 
45 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, …, hlm. 430. 
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1. Az}-z}ari>’ah yang melmbawa kelpada kelrusakan selcara pasti, atau be lrat dugaan 

akan melnimbulkan kelrusakan, selpelrti pada belntuk az|-z|ari>’ah kel-1 dan kel-2 

dalam pelmbagian az|-z|ari>’ah melnurut Syathibi di atas. Dalam hal ini selpakat 

ulama untuk me llarang az|-z|ari>’ah telrselbut selhingga dalam kitab-kitab fiqh 

mazhab te lrselbut ditelgaskan telntang haramnya me lng gali lubang di te lmpat 

yang biasa dilalui olrang yang dapat dipastikan akan me lncellakakan. Delmikian 

juga haramnya me lnjual anggur kelpada pabrik pelngollahan minuman kelras dan 

diharamkan melnjual pisau kel pada pelnjahat yang akan me lmbunuh 

kolrbannya.  

2. Az|-z|ari>’ah yang kelmungkinan melndatangkan kelmudaratan atau larangan, 

selpelrti pada az|-z|ari>’ah belntuk kel-4 dalam pelmbagian melnurut al- Syatibi di 

atas. Dalam hal ini ulama juga se lpakat untuk tidak me llarang nya; artinya 

pintu az|-z|ari>’ah tidak pelrlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh mazhab 

tidak telrdapat larangan me lnanam dan melmpelrjual bellikan anggur; belgitu pula 

tidak ada larangan me lmbuat dan me lnjual pisau di waktu no lrmal selrta 

melnggali lubang di kelbun selndiri yang tidak pelrnah dilalui o lrang.  

3. Az|-z|ari>’ah yang telrleltak di telngah-telngah antara kelmungkinan me lmbawa 

kelrusakan dan tidak me lrusak, selbagaimana pada az|-z|ari>’ah belntuk kel-3 

dalam pelmbagian melnurut al-Syathibi di atas. Dalam hal ini te lrdapat 

pelrbeldaan pelndapat di kalangan ulama. Syalabi me lngelmukakan bahwa Imam 

Malik dan Ahmad ibn Hanbal me lngharuskan mellarang az|-z|ari>’ah telrselbut, 

seldangkan al-Syafi‘i dan Abu Hanifah me lnyatakan tidak pelrlu mellarangnya. 

Dasar pelgangan ulama untuk me lnggunakan sadd az|-z|ari>’ah adalah kelhati-
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hatian dalam be lramal keltika melnghadapi pelrbelnturan antara maslahat dan 

mafsadat. Bila maslahat yang do lminan, maka bo llelh dilakukan; dan bila 

mafsadat yang dolminan, maka harus ditinggalkan 

E. Kehujjahan Sadd az|-z|ari>’ah 

Fiqh melrupakan suatu prolduk hukum yang timbul dari ijtihad para ulama, 

selhingga melnghasilkan suatu hukum yang melmelnuhi tujuan hukum Islam untuk 

kelmaslahatan umat manusia, dan selmjjbjmakin belrkelmbang seliring delngan pelrubahan 

keladaan dan zaman. Ulama dituntut untuk sellalu melwaspadai pelrmasalahan solsial 

yang ada di masyarakat. Namun telrdapat perbedaan pelndapat yang muncul akibat 

pelrbeldaan latar bellakang solsial budaya kaum Fuqaha. Pelrbeldaan-pelrbeldaan 

telrselbut telntunya melmpelngaruhi munculnya hukum Islam. Telntang kelhujjahan 

sadd az|-z|ari>’ah ada dua pandangan yang be lrlawanan melngelnai bukti sadd az|-

z|ari>’ah. Melnurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, sadd az|-z|ari>’ah dapat 

dijadikan alat bukti, namun melnurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sadd az|-

z|ari>’ah dapat dijadikan alat bukti untuk melnelntukan hukum. Kelduanya teltap 

melnggunakan sadd az|-z|ari>’ah dalam kasus telrtelntu, namun Ibnu Hazm delngan 

telgas melnollak Hujahan sadd az|-z|ari>’ah46. 

Ulama Hanafiyyah dan Syafiyyah dapat me lnelrima sadd az|-z|ari>’ah dalam 

masalah lainnya. Hal ini dite lrima ollelh Imam Syafi'i, misalnya jika ada udhzur, 

musafir dan olrang sakit dipe lrbollelhkan mellelwatkan salat Jumat dan me lnggantinya 

 
46  Wahyu Abdul Jafar, “BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS 

Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah)”, Al istinbath: Jurnal Hukum Islam,(Bengkulu: IAIN 

Bengkulu), Vol. 2, No. 2, 2017,  hlm. 162. https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242, diakses pada 

tanggal 2 Mei 2024. 

http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242
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delngan salat Dzuhur. Namun he lndaknya pellaksanaan sho llat dzuhur dilakukan 

selcara diam-diam agar tidak dituduh se lngaja melninggalkan salat Jumat47.  

Meltoldel sadd az|-z|ari>’ah ditollak o llelh para ulama Zahiriyyah yang 

melneltapkan hukum-hukum telrtelntu belrdasarkan sumbelr yang murni (Al-Qur'an 

dan Sunnah) tanpa me lncampuri lo lgika pelmikiran manusia (rayu) selpelrti dalam 

kasus sadd az|-z|ari>’ah yang digunakan saja. Hasil ra’yu sellalu elrat kaitannya delngan 

prasangka (dan). Sellain itu, haram pula melmutuskan selsuatu belrdasarkan spelkulasi. 

Karelna melnghukum o lrang yang melnelbak-nelbak sangat mirip delngan belrbolholng, 

dan belrbolholng adalah salah satu be lntuk kelpalsuan48. 

Selcara glo lbal, sikap pandang para ulama te lrhadap polsisi sadd az|-z|ari>’ah 

dapat dibeldakan melnjadi 2 kellolmpolk, yaitu kellolmpolk pelnelrima (pro l) dan 

kellolmpolk pelno llak (kolntra). Adapun kellolmpolk pelnelrima (prol) melngelmukakan 

argumelntasinya selbagai belrikut.:  

a. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 104 dinyatakan bahwa o lrang mukmin dilarang 

melngucapkan kata “ra’ina”, suatu ucapan yang biasa digunakan o lrang 

yahudi untuk melncella atau melngeljelk Nabi SAW. Larangan ini didasarkan 

atas kelyakinan bahwa pelngucapan kata itu akan melmbawa kelpada mafsadah, 

yakni tindakan me lncella atau me lngeljelk Nabi SAW. Pe lsan ayat ini 

melngisyaratkan urgelnsi sadd az|-z|ari>’ah.  

 
47 Muhammad Ufuqul Mubin, “Pembatasan Haji Bagi Yang Sudah Haji Perspektif Sadd 

Al-Dhari’ah”, Junal Dar el-ilmi, (Lamongan: UNISDA), Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 8. 

https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilmi.v4i2.649, diakses pada tanggal 2 Mei 2024. 
48 Misbahuddin, Ushul Fiqh I, (Makassar: AU Press, 2013), hlm. 211. 

 

https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilmi.v4i2.649
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b. Dalam Surat Al-A’raf ayat 163 dinyatakan bahwa kaum bani israil dilarang 

melndelkati dan me lngambil ikan-ikan yang telrapung dipelrmukaan air laut 

pada hari sabtu (hari khusus be lribadah bagi melrelka). Larangan itu 

didasarkan atas kelyakinan bahwa pelrbuatan melndelkati dan melngambil ikan-

ikan telrselbut akan melmbawa kelpada mafsadat, yakni me lninggalkan 

kelwajiban belribadah pada hari khusus ibadah me lrelka. 

Adapun kubu pelnollak (kolntra) melngelmukakan argumelntasi selbagai 

belrikut49: 

a. Aplikasi sadd az|-z|ari>’ah selbagai dalil pelneltapan hukum ijtihadiy, 

melrupakan belntuk ijtihad bi al-ra’yi yang telrcella.  

b. Pelneltapan hukum kelhalalan atau kelharaman selsuatu harus didasarkan atas 

dalil qat’i (kelpastian), tidak bisa de lngan dalil dzanni, seldangkan pelneltapan 

hukum atas dasar sadd az|-z|ari>’ah  melrupakan satu belntuk pelneltapan hukum 

belrdasarkan dalil dzanni (pelrasangkaan). 

 

 

 

 

 

 
49 Fashihuddin Arafat, “Kehujjahan Sadd Ad-Dzari’ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada 

Masa Pandemi Covid-19”,  Masadir: Jurnal Hukum Islam, (Gresik: UNKAFA), Vol. 2, No. 2, 

Oktober 2022, hlm. 529.  https://doi.org/10.33754/masadir.v3i02,  diakses pada tanggal 2 Mei 2024. 

 

 

https://doi.org/10.33754/masadir.v3i02
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BAB III 

FATWA MUI NOMOR 83 TENTANG HUKUM DUKUNGAN 

TERHADAP PALESTINA 

A. Sejarah MUI  

MUI pelrtama kali didirikan di Jakarta pada 7 Rajab 1395 H, atau 26 Juli 

1975 di Jakarta, selbagai hasil pelrtelmuan atau musyawarah para ulama, ce lndikiawan 

dan zuama yang datang dari be lrbagai pelnjuru tanah air. Antara lain me lliputi dua 

puluh elnam olrang ulama yang me lwakili 26 Pro lvinsi di Indo lnelsia, 10 o lrang ulama 

yang melrupakan unsur dari o lrmas-olrmas Islam dari tingkat pusat yaitu NU, 

Muhammadiyah, Syarikat Islam, Pe lrti, Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, 

PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 O lrang ulama dari Dinas Rolhani Islam, AD, AU, 

AL dan POlLRI, selrta 13 olrang to lkolh/celndikiawan yang melrupakan tolkolh 

pelrolrangan50. 

Dihasilkan selbuah kelselpakatan untuk melmbelntuk wadah te lmpat 

belrmusyawarahnya para ulama, zuama dan ce lndelkiawan muslim, yang te lrtuang 

dalam selbuah “Piagam Belrdirinya MUI,” yang ditandatangani ollelh selluruh pelselrta 

musyawarah yang kelmudian diselbut Musyawarah Nasio lnal Ulama I. Mo lmelntum 

belrdirinya MUI belrtelpatan keltika bangsa Indo lnelsia telngah belrada pada fase l 

kelbangkitan kelmbali, seltellah 30 tahun me lrdelka, di mana elnelrgi bangsa te llah 

banyak telrselrap dalam pelrjuangan pollitik kellolmpolk dan kurang pelduli telrhadap

 
50  Zahidin, dkk, “Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hukum Islam”, Jurnal 

Literasiologi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 5, 

http://dx.doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.364, diakses pada tanggal 24 Maret 2024. 

 

http://dx.doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.364
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masalah kelseljahtelraan ro lhani umat. Majellis Ulama Indo lnelsia, selbagai wadah 

musyawarah para ulama, zu’ama dan ce lndelkiawan muslim belrusaha untuk51: 

1. Melmbelrikan bimbingan dan tuntunan ke lpada umat Islam Indo lnelsia dalam 

melwujudkan kelhidupan belragama dan belrmasyarakat yang diridho li Allah 

subhanahu wa ta’ala. 

2. Melmbelrikan nasihat dan fatwa me lngelnai masalah kelagamaan dan 

kelmasyarakatan kelpada Pelmelrintah dan masyarakat, me lningkatkan kelgiatan 

bagi telrwujudnya ukhwah Islamiyah dan ke lrukunan antar-umat belragama 

dalam melmantapkan pelrsatuan dan kelsatuan bangsa. 

3. Melnjadi pelnghubung antara ulama dan umaro l (pelmelrintah) dan pelntelrjelmah 

timbal balik antara umat dan pe lmelrintah guna melnsukselskan pelmbangunan 

nasio lnal. 

4. Melningkatkan hubungan se lrta kelrjasama antar o lrganisasi, lelmbaga Islam dan 

celndelkiawan muslimin dalam me lmbelrikan bimbingan dan tuntunan ke lpada 

masyarakat khususnya umat Islam de lngan melngadakan ko lnsultasi dan 

infolrmasi selcara timbal balik.  

Tugas utama MUI adalah me lmbina dan me lmbimbing umat untuk 

melningkatkan kelimanan dan melngamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam usaha 

untuk melwujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur ro lhaniah dan 

jasmaniah selsuai delngan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis 

Belsar Haluan Nelgara. Dalam Peldolman Dasar MUI tahun 1980 dan Peldolman Dasar 

 
51 Https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada tanggal 24 Maret 2024. 

 

https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/
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MUI tahun 1985, melnyelbutkan bahwa tugas utama telrselbut tidak dicantumkan lagi 

karelna dari istilah itu sudah te lrcakup dalam tujuan MUI yang te lrdapat pada Pasal 3 

Peldolman Dasar MUI. Seldangkan pelran MUI selbagaimana dirumuskan o llelh Munas 

I dalam Peldolman Dasar Pasal 4, yaitu be lrpelran untuk melngelluarkan fatwa dan 

nasihat kelpada pelmelrintah dan umat Islam dalam masalah yang be lrhubungan 

delngan masalah kelagamaan dan kelmaslahatan bangsa, me lnjaga kelsatuan umat, 

institusi relprelselntasi umat Islam dan selbagai pelrantara yang melngharmo lniskan 

hubungan antara umat belragama52. 

Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI), me lnurut Athol Mudzhar selbagaimana 

dikutip Qolmarul Huda, me lrupakan salah satu le lmbaga kelagamaan di Indo lnelsia 

yang melmelgang o ltolritas dalam melngelluarkan dan me lneltapkan fatwa ke lagamaan 

(mufti) selbagai rujukan masyarakat muslim Indo lnelsia. Hal ini selnada delngan yang 

disampaikan Siti Musdah Mulia, yang me lnyatakan bahwa fatwa-fatwa Majellis 

Ulama Indolnelsia (MUI) me lmpunyai nilai-nilai pelnting bagi masyarakat muslim 

Indolnelsia. 

Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI) me lmbelri pelngaruh bagi tatanan so lsial 

kelmasyarakatan bangsa Indo lnelsia selcara kelselluruhan. Hal itu te lrbukti dari 

kelnyataan yang se llama ini telrjadi di masyarakat, me lskipun fatwa Maje llis Ulama 

Indolnelsia (MUI) tidak me lngikat selcara hukum, te ltapi dalam prakte lknya selring 

dijadikan rujukan be lrpelrilaku ollelh masyarakat dan pe lmelrintah dalam belrbagai 

aspelk kelhidupan belrbangsa dan belrnelgara. Karelna melmpunyai elfelk dan pelngaruh 

 
52 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 78. 
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kel masyarakat delmikian kuat, melniscayakan Majellis Ulama Indolnelsia (MUI) untuk 

relspolnsivel atas dinamika dan ke lcelndelrungan di masyarakat, se lhingga fatwa yang 

dikelluarkan diharapkan seljalan delngan kelmaslahatn masyarakat Indo lnelsia53.  

Salah satu fakto lr yang melnjadikan Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI) sangat 

pelnting dan melmpunyai pelngaruh bagi masyarakat Indo lnelsia adalah fakto lr lahirnya 

olrganisasi ini. Maje llis Ulama Indo lnelsia (MUI) dibelntuk pada masa pelmelrintahan 

olrdel baru di bawah re lzim Suhartol. Prelsideln Suhartol melnyatakan bahwa Maje llis 

Ulama Indolnelsia (MUI) sangat pe lnting didirikan be lrdasarkan dua alasan utama, 

yaitu54: Pelrtama, karelna pelmelrintah ingin agar kaum muslim be lrsatu padu. Keldua, 

munculnya kelsadaran pelmelrintah bahwa pelrmasalahan yang dihadapi bangsa 

Indolnelsia tidak dapat dise lslelsaikan tanpa keltelrlibatan para ulama. Me lnurut Hololkelr, 

selbagaimana dikutip M.Cho llil Nafis, pelmbelntukan MUI pada tahun 1975 adalah 

atas dasar inisiatif pe lmelrintah delngan mo ltif untuk melngolntroll umat Islam agar 

teltap belrada di bawah pelmelrintah55. Selsuai delngan amanat prelsideln, maka usaha-

usaha untuk me lmbelntuk Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI) di mulai selcara intelnsif 

delngan melmbelntuk majellis ulama di daelrah-daelrah, baik daelrah tingkat I dan II. 

Majellis Ulama Indo lnelsia melnjalankan lima fungsi dan pe lran pelnting, 

yaitu56:  

 
53 Mahmudah, Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi (Jember: IAIN Press Jember, 

2015), hlm. 1. 
54 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 76. 
55 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, ..., hlm. 76. 
56  Rahmat Abd, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Nukhbatul 

‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, (Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab), Vol. 

2, No. 1, 2016, hlm. 3. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11, diakses pada tanggal 11 April 
2024. 
 

https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11
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1. Melnjaga tugas-tugas para nabi (waraṡah al-anbiyā') 

2. Melmbelrikan fatwa (mufti) 

3. Melmbimbing dan me llayani umat (khādim al-ummah) 

4. Mellakukan relfolrmasi dan pelmbaruan (iṣlṣāḥ wa al- ṣtajdīd) 

5. Mellaksanakan pelnelgakan amar makruf dan nahi mungkar. 

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah me lmbelrikan fatwa dan nasihat melngelnai 

masalah kelagamaan dan ke lmasyarakatan kelpada Pelmelrintah dan umat Islam 

umumnya, selbagai amar ma’ruf nahi munkar. Dalam pe lngelrtian luas, fatwa MUI 

dapat pula melncakup nasihat, anjuran, dan se lruan. Fatwa dikelluarkan o llelh MUI 

karelna ada pelrmintaan atau pelrtanyaan baik dari pelrolrangan, Pelmelrintah, lelmbaga 

solsial kelmasyarakatan atau MUI se lndiri yang o llelh MUI dipandang pe lrlu untuk 

difatwakan. Nasihat me lrupakan suatu kelputusan MUI me lnyangkut suatu masalah 

kelmasyarakatan yang se lbaiknya dilaksanakan o llelh Pelmelrintah atau masyarakat. 

Anjuran melrupakan suatu masalah kelmasyarakatn di mana MUI belrpelndapat pelrlu 

mellakukan dolro lngan untuk pellaksanaan lelbih intelnsif karelna dianggap banyak 

maslahatnya. Selruan pada fatwa MUI me lrupakan kelputusan MUI me lnyangkut 

suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan o llelh Pelmelrintah maupun 

masyarakat. 

Kelpelngurusan Maje llis Ulama Indo lnelsia (MUI) telrdiri dari Pellindung, 

Delwan Pelrtimbangan dan Delwan Pimpinan. Pe llindung Majellis Ulama Indo lnelsia 

(MUI) dijabat Prelsideln, Keltua Delwan Pelrtimbangan dijabat o llelh Melntelri Agama 
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selcara elx olfficio l. Lelmbaga yang ada di Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI)57:  

1. Kolmisi-Ko lmisi MUI. Majellis Ulama Indo lnelsia (MUI) melmiliki 12 ko lmisi 

yaitu (1) Ko lmisi Fatwa, (2) Kolmisi Ukhuah Islamiyah, (3) Ko lmisi Dakwah 

dan Pelngelmbangan Masyarakat, (4) Ko lmisi Pelndidikan dan Kadelrisasi, (5) 

Kolmisi Pelmbelrdayaan Elkolnolmi Umat, (6) Kolmisi Infolrmasi dan Kolmunikasi 

, (7) Kolmisi Pelrelmpuan, Relmaja dan Kelluarga, (8) Kolmisi Hukum dan 

Pelrundangan, (9) Ko lmisi Pelngkajian dan Pe lnellitian, (10) Ko lmisi Kelrukunan 

Antar Umat Belragama, (11) Kolmisi Pelmbinaan Selni Budaya Islam dan (12) 

Kolmisi Hubungan Luar Nelgelri dan Kelrjasama Intelrnasio lnal. 

2. Lelmbaga Pelngkajian Pangan, Olbat-Olbatan dan Makanan (LPPO lM MUI) 

3. Delwan Syariah Nasio lnal Majellis Ulama Indo lnelsia (DSN-MUI) 

4. Badan Arbitrasel Syariah Nasio lnal (Basyarnas Majellis Ulama Indo lnelsia MUI) 

Sampai saat ini Maje llis Ulama Indo lnelsia melngalami belbelrapa kali 

musyawarah nasio lnal, dan melngalami belbelrapa kali pelrgantian Keltua Umum, 

yaitu58: 

1. 1977 – 1981 Prolf. Dr. Hamka 

2. 1981 – 1983 KH. Syukri Gho lzali 

3. 1985 – 1998 KH. Hasan Basri 

4. 1998 – 2000 Prolf. KH. Ali Yafiel 

5. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 

6. 2014 – 2015 Prolf. Dr. HM. Din Syamsuddin 

 
57 Mahmudah, Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi (Jember: IAIN Press Jember, 

2015), hlm. 67. 
58 Https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/, diakses pada tanggal 11 April 2022. 

 

https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/
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7. 2015 – 2020 Prolf. Dr. KH. Ma`ruf Amin 

8. 2020 – Selkarang KH. Miftachul Akhyar 

Keltua Umum MUI yang pelrtama, keldua, keltiga, dan kellima tellah melninggal 

dunia dan melngakhiri tugas-tugasnya. Seldangkan yang kelelmpat dan dua yang 

telrakhir masih telrus belrkhidmah untuk melmimpin majellis para ulama ini. 

B. Metode Penetapan Fatwa MUI 

Fatwa me lrupakan selgala selsuatu yang dikatakan ollelh mufti selbagai belntuk 

jawaban pelnjellasan hukum-hukum telrhadap suatu pe lrtanyaan. Prolsels melngambil 

kelputusan dalam penetapan fatwa tidak mudah karelna harus ada sumbe lr-sumbelr 

yang belrkaitan de lngan suatu pelrmasalahan te lrselbut 59 . Maka dari itu untuk 

menetapkan fatwa harus ada belbelrapa unsur-unsur yang telrlibat didalamnya, antara 

lain60: 

1. Mufti, yakni o lrang yang melmbelri fatwa. 

2. Mustaf’i, yakni kellolmpo lk atau indvidu yang melmbelri pelrtanyaan. 

3. Mustafti fih, yakni masalah yang masih dipelrtanyakan hukumnya. 

4. Al-ifta, yang melnjellaskan hukum syara’. 

5. Fatwa, jawaban dari masalah yang dipe lrtanyakan. 

Dalam metode penetapan fatwa, fatwa harus melmpunyai dua fungsi: 

Pelrtama, melmbelrikan jawaban di atas pe lrtanyaan yang diajukan dan be lrtujuan 

 
59 Mahmudah, Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi (Jember: IAIN Press Jember, 

2015), hlm.1. 
60 Jamal Ma’mur, “Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara, (Talfiq Manhaji 

sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)”, Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial, 

(Bandung: Wahana Akademika), Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 43. 

http://dx.doi.org/10.21580/wa.v5i2.3226, diakses pada tanggal 22 Maret 2024. 
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untuk melmbelrikan kelpastian hukum agar tidak timbul pe lrmasalahan baru. Keldua, 

fatwa selbagai me ldia untuk melnjawab pelrtanyaan te lntang pelrkelmbangan masalah 

kolntelmpo lrelr saat ini yang tujuanya untuk me lmbelrikan panduan te lntang prolsels 

pelrubahan so lsial yang te lrjadi. Maka dari itu, hukum Islam kini kian be lrgelrak 

ditelngah-telngah pelrubahan so lsisal.  

Dalam metode penetapan fatwa harus di dasari lembaga untuk menampung 

pemikiran pemikiran dari Majelis Ulama Indonesia. Belrdasarkan kelputusan rapat 

Pelngurus Harian paripurna Maje llis Ulama Indo lnelsia (MUI) tanggal 7 Jumadil 

Awal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan pe lrubahan prolseldur yaitu: ke lputusan 

fatwa kolmisi fatwa dilaksanakan de lwan pimpinan Maje llis Ulama Indo lnelsia dalam 

belntuk Surat Kelputusan Pelneltapan Fatwa yang ditandatangani Ke ltua Umum dan 

Selkreltaris Umum se lrta Keltua Kolmisi Fatwa Maje llis Ulama Indo lnelsia. Peldolman 

tata-cara pelneltapan fatwa se lbagai belrikut61: 

Pasal 1, Dasar-Dasar Fatwa yaitu Al-Qur'an, Hadits, Al-Ijma dan al-Qiyas. 

Pasal 2, Pelmbahasan suatu masalah untuk difatwakan harus 

melmpelrhatikan: 

1. Dasar-dasar fatwa te lrselbut dalam Pasal l.  

2. Pelndapat Imam Madzhab dan fuqahä te lrdahulu delngan melnelliti dalil-dalil 

dan wajah istidläl-nya. 

3. Cara pelmbahasan selpelrti telrselbut di atas, se lbagai upaya me lnelmukan 

pelndapat mana yang le lbih kuat dalilnya dan lelbih maslahat basi umat 

untuk difatwakan. 

4. Apabila masalah yang akan difatwakan tidak te lrdapat dalam ke lterlibatan 

Pasal 2 ayat (l) dan atau be llum te lrpelnuhi yang dimaksud pasal 2 ayat (2), 

maka dilakukan ijtihad ko llelktif. 

Pasal 3, Maje llis Ulama Indo lnelsia belrwelnang melngelluarksn fatwa 

melngelnai masalah-masalah kelagamaan yang be lrsifat umum dan me lnyangka 

umat Islam Indo lnelsia selcara kelselluruhan (diteltapkan majellis Ulama Indo lnelsia 

Pusat). Masalah-masalah kelagamaan Daelrah Tingkat 1 yang belrsifat lo lcal atau 

kasus-kasus di dae lrah, ditelrapkan MUI Tingkat Pro lvinsi delngan telrlelbih 

 
61 Zul Anwar, Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca 

Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149. 
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dahulu melngadakan ko lnsultasi delngan Kolmisi Fatwa Majellis Ulama Indo lnelsia 

Pusat. 

Pasal 4, Rapat Ko lmisi Fatwa dihadiri anggo lta-anggolta Ko lmisi Fatwa 

belrdasarkan delwan pimpinan Maje llis Ulama Indo lnelsia atau delwan pimpinan 

Majellis Ulama Indo lnelsia Tingkat 1.  

 

Belrkelnaan delngan meltoldel yang digunakan o llelh Ko lmisi Fatwa MUI dalam 

upaya melneltapkan fatwa, salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi 

tata cara (manhaj) dalam memberikan fatwa, karena penetapan fatwa tanpa 

mengindahkan manhaj dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa hanya berdasarkan 

kebutuhan (li al-h}yjah), karena kemaslahatan (li al-maslahah), atau karena hakikat 

ajaran agama (li maqÿsid al-syari'ah) tanpa berpegang pada al-nus}us} al-syar 'iyah 

termasuk golongan berlebihan. Sebaliknya, kelompok lain yang tidak 

memperhatikan kebutuhan, hanya memegang teks agama tanpa memperhatikan 

kemaslahatan (li al-mas}lah}ah), dan hakikat ajaran agama (li maqysid al -syari'ah).62  

Dilihat dari statement diatas, dapat disimpulkan dasar hukum yang 

digunakan dalam pe lnetapan fatwa adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas 

dalam melmutuskan fatwa me lnurut prolseldur dan tata cara yang ada, untuk membuat 

produk fatwa maka harus merujuk pada kebutuhan (al-h}yjah), kemaslahatan (al-

maslahah), serta hakikat ajaran agama (maqysid al-syari'ah). 

 

 

 
62  Ansori, “Kedudukan fatwa dalam hukum islam: efektivitas MUI, NU dan Fatwa 

Muhammadiyah”, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 22, No. 1, 2022, 

hlm 59, 10.18326/ijtihad.v22i1.53-71, diakses pada 10 Juli 2024. 
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C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum 

Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina 

Fatwa Maje llis Ulama No lmolr: 83 Tahun 2023 me lngatur Telntang Hukum 

Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Palelstina, latar bellakang dikelluarkannya Fatwa 

MUI Nolmolr: 83 Tahun 2023 o llelh Majellis Ulama Indolnelsia yaitu63: 

1. Bahwa agrelsi dan anelksasi Israell telrhadap Palelstina tellah melngakibatkan 

kolrban jiwa be lrjatuhan, kolrban luka yang tidak te lrhitung, ribuan warga 

melngungsi, selrta hancurnya rumah, geldung, selrta fasilitas publik; 

2. Bahwa dukungan ke lpada Palelstina tellah dilakukan o llelh banyak pihak, ada 

yang melngirimkan bantuan telnaga, selnjata, ada yang me lnggalang finansial 

untuk pelrjuangan warga Pale lstina, ada yang me lndukung selcara mo lral 

delngan do la-dola yang dipanjatkan se lbagai belntuk so llidaritas kelmanusiaan 

dan pelrwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;  

3. Bahwa te lrhadap tindakan agrelsi Israell atas Palelstina telrselbut ada juga pihak 

yang me lndukung baik selcara langsung maupun tidak langsung, se lpelrti 

bantuan pelrselnjataan dan pelrsolnell kelpada Israell, bantuan finansial 

pelrusahaan yang be lrafiliasi pada Israe ll dan zio lnismel, pelmbangunan o lpini 

publik yang me lndukung zio lnismel, hingga melmbelli prolduk yang se lcara 

nyata melndukung agrelsi Israell dan zio lnismel; 

4. Bahwa te lrhadap felnolmelna di atas muncul pe lrtanyaan te lntang hukum 

dukungan telrhadap pelrjuangan palelstina;   

 
 63 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
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5. Bahwa untuk itu Ko lmisi Fatwa Maje llis Ulama Indo lnelsia melmandang pelrlu 

melneltapkan fatwa te lntang hukum dukungan telrhadap pelrjuangan Pale lstina 

untuk dijadikan peldolman; 

Kelmudian keltelntuan umum yang ada didalam Fatwa MUI No lmolr: 83 

Tahun 2023 Telntang Hukum Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Pale lstina dibagi 

melnjadi tiga bagian, yaitu:  Bagian pe lrtama belrisi telntang keltelntuan umum, 

antara lain64: 

1. Melndukung pelrjuangan kelmelrdelkaan Pale lstina atas agrelsi Israell hukumnya 

wajib. 

2. Dukungan selbagaimana dise lbutkan pada po lint (1) di atas, te lrmasuk delngan 

melndistribusikan zakat, infaq dan se ldelkah untuk kelpelntingan pelrjuangan 

rakyat Pale lstina.  

3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan ke lpada mustahik yang be lrada 

di selkitar muzakki. Dalam hal keladaan darurat atau ke lbutuhan yang 

melndelsak dana zakat bo llelh didistribusikan kel mustahik yang be lrada di 

telmpat yang lelbih jauh, selpelrti untuk pelrjuangan Palelstina. 

4. Melndukung agrelsi Israell telrhadap Pale lstina atau pihak yang me lndukung 

Israell baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. 

Pada bagian ke ldua yakni melngelnai relkolmelndasi yang dilakukan o llelh MUI 

untuk melndukung pelrjuangan Palelstina delngan: 

 
 64 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
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1. Umat Islam diimbau untuk me lndukung pelrjuangan Pale lstina, selpelrti 

gelrakan me lnggalang dana kelmanusian dan pe lrjuangan, melndo lakan untuk 

kelmelnangan, dan me llakukan shalat ghaib untuk para syuhada Pale lstina.  

2. Pelmelrintah diimbau untuk me lngambil langkah-langkah telgas melmbantu 

pelrjuangan Pale lstina, selpelrti mellalui jalur diplo lmasi di PBB untuk 

melnghelntikan pelrang dan sanksi pada Israe ll, pelngiriman bantuan 

kelmanusiaan, dan ko lnsollidasi nelgara-nelgara OlKI untuk me lnelkan Israell 

melnghelntikan agrelsi.  

3. Umat Islam diimbau untuk selmaksimal mungkin melnghindari transaksi dan 

pelnggunaan prolduk yang te lrafiliasi delngan Israell selrta yang me lndukung 

pelnjajahan dan zio lnisme65
l. 

Pada bagian ke ltiga yakni keltelntuan pelnutup telrkait fatwa ini, antara lain 

selbagai belrikut: 

a. Fatwa ini mulai be lrlaku seljak tanggal diteltapkan, delngan keltelntuan jika di 

kelmudian hari te lrnyata telrdapat kelkelliruan, akan dipe lrbaiki dan 

diselmpurnakan selbagaimana melstinya.  

b. Agar seltiap muslim dan pihak-pihak yang melmelrlukan dapat 

melngeltahuinya, me lnghimbau selmua pihak untuk me lnyelbarluaskan fatwa 

ini66. 

 
65  Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan 

Terhadap Perjuangan Palestina.  
66 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
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BAB IV 

ANALISIS FATWA MUI NO. 83 TAHUN 2023 TENTANG 

PENGHARAMAN TRANSAKSI PRODUK YANG 

TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PERSPEKTIF SADD AZ|-

Z|ARI<’AH 

A. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang 

terafiliasi dengan Israel 

Fatwa melrupakan salah satu prolduk hukum Islam yang sampai saat ini 

kelbelradaaanya  masih sangat dinamis. Hal ini dikarelnakan karakte lr fatwa yang 

melrupak relspoln atas se lgala pelrmasalahan yang timbul. Karakte lristik fatwa ini 

melnjadikan hukum Islam dapat be lrkelmbang melngikuti gelrak dinamisasi 

masyarakat dimana hukum te lrselbut tumbuh dan belrkelmbang. 

Selpelrti halnya Fatwa MUI No lmolr 83 Tahun 2023 dikelluarkan o llelh Majellis 

Ulama Indolnelsia pada tanggal 8 No lvelmbelr 2023, Fatwa te lrselbut dike lluarkan 

karelna adanya ko lnflik antara nelgara Israell dan Pale lstina. Kolnflik antara ne lgara 

Israell dan Palelstina belrawal dari pelrsellisihan agama yang belrujung kelpada kolnflik 

pollitik, maka dari itu Maje llis Ulama Indo lnelsia melngelluarkan Fatwa No lmolr 83 

Tahun 2023 yang tidak lain untuk me lndukung pelrjuangan Palelstina, dasar hukum 

yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 diantaranya67: 

اَ نََْنُ مُصْلِحُوْنَ   وَاِذَا قِيْلَ لََمُْ لََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِِۙ قاَلُوْْٓا اِنََّّ

 
67 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
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Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-

orang yang mengadakan perbaikan". (QS. Al-Baqarah: 11) 

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan 

terhadap perjuangan Palestina diantaranya QS. Al-baqarah ayat 11 berisi mengenai 

larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang. Ayat ini 

menyampaikan tentang sikap beberapa orang yang ketika disuruh untuk tidak 

membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab dengan mengklaim bahwa mereka 

melakukan perbaikan atau memperbaiki keadaan. Ini merupakan refleksi atas sikap 

dan keengganan sebagian manusia untuk mengakui atau mengubah perilaku buruk 

mereka, bahkan saat disadari bahwa tindakan mereka dapat merusak lingkungan 

atau masyarakat. Secara lebih luas, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya 

bertanggung jawab atas tindakan kita dan menghindari perbuatan yang dapat 

merugikan atau merusak kebaikan dan keharmonisan dalam masyarakat atau alam. 

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-baqarah ayat 11 berisi mengenai 

larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, hal ini sejalan dengan 

isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap 

perjuangan palestina, Sebab isi fatwa tersebut bertujuan untuk menghindari 

kerusakan dengan cara mengharamkan transaksi dan penggunaan produk yang 

terafiliasi dengan Israel, agar mengurangi bantuan finansial terhadap agresi Israel. 
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Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 

tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu68: 

نَا عَلَىَٰ بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيِْْ نَ فْس  أوَْ فَسَاد  فِ الَْرْضِ  لِكَ كَتَ ب ْ  مِنْ أَجْلِ ذََٰ
يعًاۚ    اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ وَلقََدْ جَاءَتْْمُْ رُسُلنَُا بَِلْبَ يِ نَاتِ فَكَأَنََّّ

لِكَ فِ الَْرْضِ لَمُسْرفُِونَ  هُمْ بَ عْدَ ذََٰ  ثَُُّ إِنَّ كَثِيْاً مِن ْ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 

itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan 

sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara 

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 

kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maidah:31)  

 

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan 

terhadap perjuangan Palestina yang lain diantaranya QS Al-Maidah ayat 32, ayat 

tersebut menjelaskan tentang larangan membunuh sesama manusia, Allah melarang 

membunuh manusia tanpa alasan yang adil. Setiap nyawa manusia sangat berharga, 

menjaga satu nyawa seperti menjaga seluruh umat manusia. Rasul-rasul Allah telah 

membawa petunjuk yang jelas, namun banyak di antara Bani Israil yang melampaui 

batas dengan melakukan kerusakan di bumi. Ayat ini mengajarkan nilai kehidupan, 

pentingnya taat pada petunjuk Allah, dan peringatan terhadap tindakan yang 

merusak kehidupan dan masyarakat. 

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-Maidah ayat 32 tentang larangan 
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membunuh sesama manusia. Hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 

2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, sebab adanya fatwa 

tersebut melarang untuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada mafsadah  

diantaranya korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga 

mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik. 

Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 

tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu69: 

أَنْ تُ وَلروا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلََٰكِنَّ الْبَِّ مَنْ آمَنَ بَِلِلَِّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ليَْسَ الْبَِّ  
ىَٰ وَالْمَسَاكِيَ وَابْنَ  وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَٰ حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبَََٰ وَالْيَ تَامَ 

    السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَ وَفِ الر قِاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
قُونَ وَالصَّابِريِنَ فِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَ الْبَأْسِۗ  أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا   وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُت َّ   

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-

Baqarah: 177). 

 

 Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan 

terhadap perjuangan Palestina diantaranya QS. Al-baqarah ayat 177, ayat tersebut 

menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar 
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manusia, Ayat ini memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang 

sebenarnya dimaksudkan dengan taqwa dalam Islam, yaitu kombinasi iman yang 

kuat kepada Allah, amal kebajikan kepada sesama, dan keteguhan dalam 

menghadapi ujian hidup. 

Menurut penjelasan di atas bahwa QS. Al-Maidah ayat 177 tentang perintah 

untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antar manusia. Hal ini sejalan dengan 

isi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap 

perjuangan palestina, sebab adanya fatwa tersebut tidak hanya sekadar menetapkan 

pandangan hukum agama, tetapi juga membangun karakter dan solidaritas umat 

Muslim dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang kompleks dan 

membutuhkan respons moral yang kuat untuk membangun karakter untuk saling 

tolong-menolong dan solidaritas antar manusia, pada isi fatwa tersebut sama saja 

menolong Palestina dari agresi Israel. 

   Lalu dasar hukum lain yang tertuang dalam fatwa MUI No. 83 Tahun 

2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu70: 

عَنْ أَبِ سَعِيْد  سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَان  الخدُْريِِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صلى الله عليه وسلمقاَلَ: 
ارَقُطْنِِر وَغَيْْهُُُاَ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ  »لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ«حَدِيْث  حَسَن . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّ

ُوَطَّأِ مُرْسَلً عَنْ عَمْروِ بْنِ يََْيَْ عَنْ أبَيِْهِ عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلمفأََسْقَطَ أبَََ سَعِيْد ، وَلهَُ 
مَالِك  فِ الم

 .طرُُق  يُ قَوِ ي بَ عْضُهَا بَ عْضًا

 

  

Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-

Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
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sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja 

atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-

Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta 

diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal 

dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan 

periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadits ini 

disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-

Shahihah, no. 250  

 

Dasar hukum fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum 

dukungan terhadap perjuangan Palestina yang lain diantaranya hadist riwayat 

Ibnu Majah, hadits tersebut menjelaskan tentang larangan untuk berbuat 

kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika. Hadis 

ini merupakan pengingat bagi umat Muslim untuk selalu memperhatikan 

keamanan dan keselamatan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, sesuai 

dengan ajaran Rasulullah yang penuh dengan kebijaksanaan dan kepedulian 

terhadap kesejahteraan umatnya. 

Menurut penjelasan di atas bahwa hadits riwayat Ibnu Majah tentang 

larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus 

menjunjung adab dan etika. Hal ini sejalan dengan isi fatwa MUI Nomor 83 

Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, dimana 

fatwa tersebut menunjukan kepedulian terhadap Palestina. 

Dari beberapa dasar hukum fatwa MUI No. 83 tentang hukum terhadap 

perjuangan Palestina, peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum yang 

tertuang di dalam fatwa tersebut sesuai dari segi tujuan dan isi fatwa, tidak 

hanya memberikan landasan agama tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-

prinsip kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan isi fatwa tersebut 
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dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung 

perjuangan Palestina secara komprehensif. 

B. Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang pengharaman transaksi produk yang 

terafiliasi dengan Israel perspektif Sadd Az|-Z|ari<’ah 

 

Salah satu prinsip dalam pe lneltapan hukum Islam adalah prinsip me lnarik 

kelmaslahatan dan me lnollak kelrusakan (jalb al-masha<lih wa dar al-mafa<sid). Hal 

telrselbut disyariatkan o llelh sya<ri’ (Allah Swt) se lbagai lelgislato lr utama yang 

melmiliki hak pe lriolgratif dalam pelmbuatan hukum. Delngan delmikian, se lgala 

selsuatu kelbijakan atau pe lrbuatan hukum yang be lrimplikasi pada mafsadat 

(kelrusakan) atau ke lrugian maka hal te lrselbut dilarang o llelh syara’. Salah satu dalil 

al-ahka>m (dalil hukum) yang mukhtala>f (dipelrsellisihkan) o llelh para ulama adalah 

sadd az|-z|ari>’ah . Para ulama ushul fikih tidak se lpakat melnjadikan sadd az|-z|ari>’ah  

selbagai hujjah dalam pe lneltapan hukum. Hal ini dilatarbe llakangi karelna tidak ada 

sandaran yang pasti baik dalam Alquran maupun hadis Nabi me lngelnai kel-hujjahan 

nya. Selcara seldelrhana sadd az|-z|ari>’ah  adalah upaya prelvelntif untuk me lnutup 

meldia yang dapat me lngantarkan kelpada kelrusakan (mafsadat). Se lbagaimana te llah 

disinggung diatas bahwa tujuan pe lnsyariatan hukum adalah me lwujudkan 

kelmashlatan dan melnollak kelrusakan71. 

Sadd az|-z|ari>’ah melrupakan selbuah meltoldel yang belrsifat prelvelntif dalam 

rangka melnjaga ihtiyât (kelhati-hatian) agar tidak te lrjadi kelburukan yang dapat 

 
71 Panji Adam, “Penerapan Sad Al-Dzari’ah Dalam Transaksi Muamalah”, Jurnal Istiqro: 

Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Vol.7, No. 1, 

Januari 2021, hlm. 21. https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqra/article/download/669/571, 

diakses pada tanggal 20 Januari 2024.  

https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqra/article/download/669/571
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belrdampak nelgatif. Dalam hukum Islam, po lsisi sadd az|-z|ari>’ah adalah me lngatur 

pelrbuatan hukum se lolrang mukallaf (subjelk hukum) agar tidak te lrjatuh keldalam 

dampak nelgatif keltika mellakukan suatu pelrbuatan. Kolnselp sadd az|-z|ari>’ah ini 

belrmula dari prinsip yang me lmpelrhatikan ko lnselkuelnsi hukum atas satu pelrbuatan. 

Kolnselkuelnsi hukum atas suatu pe lrbuatan melrupakan hal yang dike lhelndaki ollelh 

syara’, o llelh karelna itu harus dipe lrhatikan dalam pe lneltapan hukum. Pe lnggunaan 

sadd az|-z|ari>’ah  selbagai salah satu me ltoldel pelnggalian hukum, te lntu tidak te lrlelpas 

dari adanya pelrubahan so lal yang selmakin drastis. Pelrubahan telrselbut melnurut umat 

islam untuk belrsifat arif. Pada pro lduk hukum yang dite ltapkan. Tidak bo llelh hanya 

belrfolkus pada le lgal-folrmal selmata, teltapi antisipasi telrhadap dampak dari tindakan 

telrselbut haruslah dipe lrtimbangkan delmi me lncapai suatu tujuan sya<r’i yang 

selsungguhnya72.  

Hukum kelgiatan transaksi dan pelnggunaan prolduk yang telrafiliasi delngan 

Israell adalah se ljatinya dipelrbollelkan jika tidak dalam ke ladaan selpelrti ini, Maje llis 

Ulama Indolnelsia melngelluarkan Fatwa MUI No lmolr 83 Tahun 2023 telntang hukum 

dukungan telrhadap pelrjuangan Palelstina, yang salah satu dari fatwanya be lrisi 

pelngharaman transaksi dan pelnggunaan po lduk yang telrafiliasi delngan Israell karelna 

dapat melndukung agrelsi Israell telrhadap Palelstina dan melndukung zio lnismel.  

Fatwa me lnelmpati keldudukan pelnting dalam hukum Islam, kare lna fatwa 

melrupakan pelndapat yang dike lmukakan o llelh ahli hukum Islam (fuqaha) te lntang 

 
72  Ruhul Amin, “Sadd Al-Dzari’ah: Kolerasi dan Penerapan dalam Hukum Ekonomi 

Syari’ah”, Jurnal Justisia Ekonomika, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya), Vol. 4, 

No. 1, Desember 2020, hlm. 2. Https://.dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856, diakses pada tanggal 

26 Februari 2024. 

 

http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856
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keldudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ke ltika 

muncul suatu masalah baru yang be llum ada ke ltelntuan hukumnya se lcara elksplisit 

(telgas), baik dalam al-Qur’an, sunnah dan ijma’ maupun pe lndapat-pelndapat fuqaha 

telrdahulu, maka fatwa me lrupakan salah satu institusi nolrmatif yang be lrkolmpelteln 

melnjawab atau me lneltapkan keldudukan hukum masalah te lrselbut. Karelna 

keldudukannya yang dianggap dapat me lneltapkan hukum atas suatu kasus atau 

masalah telrtelntu, maka para sarjana ahli hukum Islam me lngkatelgolrikan fatwa 

selbagai jurisprudelnsi Islam73. 

Fatwa MUI bukanlah hukum ne lgara yang dapat dipaksakan ke lpada selluruh 

rakyat, fatwa MUI juga tidak me lmpunyai sanksi dan tidak harus ditaati o llelh selluruh 

warga nelgara. Selbagai selbuah kelkuatan solsial pollitik yang ada dalam infrastruktur 

keltatanelgaraan, Fatwa MUI hanya me lngikat dan ditaati o llelh kolmunitas umat Islam 

yang melrasa melmiliki ikatan delngan MUI itu se lndiri. Lelgalias fatwa MUI pun tidak 

bisa dan mampu melmaksa harus ditaati o llelh selluruh umat Islam. 

Pelnelliti me lnggunakan sadd az|-z|ari>’ah  selbagai sumbelr analisis dari 

pelnellitian ini. Transaksi dan pe lnggunaan prolduk yang telrafiliasi delngan Israell bisa 

dilihat dari sadd az|-z|ari>’ah  dari selgi dampak dan tingkatan ke lrusakan yang 

ditimbulkanya. Me lnurut Muhammad Hasyim al-Burhani telrdapat 3 (tiga) rukun 

yang harus dipelnuhi dalam az|-z|ari>’ah  diantaranya74: 

 
73 Mahmudah, Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi (Jember: IAIN Press Jember, 

2015), hlm. 6. 
74 Muhammad Hanif Bin Ililah, “Kehujjahan Sadd Al-Zari’ah sebagai Dalil Hukum Islam 

(Studi Perbandingan antara Mazhab Maliki, Syafi’i dan Zhahiri)”, Skripsi, (Banda Aceh: Unversitas 

Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2021), hlm. 26-27. Https://repository.ar-

raniry.ac.id/, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 

 

https://repository.ar-raniry.ac.id/
https://repository.ar-raniry.ac.id/
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1. Pelrbuatan atau tindakan yang belrlaku selhingga pelrantara ke lpada selsuatu. 

Dalam hal ini hukum dari transaksi dan pe lnggunaan barang yang te lrafiliasi 

delngan Israell hukumnya bo llelh atau halal. 

2. Pelnyelbab atau adanya dugaan kuat bahwa pe lrbuatan itu akan me lmbawa 

kelpada kelrusakan. Transaksi dan pe lnggunaan prolduk yang telrafiliasi delngan 

Israell dapat be lrpoltelnsi melndukung agrelsi Israell dan zio lnismel, baik selcara 

lansung maupun tidak langsung. 

3. Pelrbuatan yang me lnjadi wasilah kelpada yang dilarang (al-mutawashil ilaih). 

Dalam pelrmasalahan yang telrjadi keltika mellakukan transaksi atau 

melnggunakan pro lduk yang telrafilisi Israe ll dapat me lndukung adanya agre lsi 

Israell dan zio lnismel, selpelrti melndukung bantuan se lnjata dan pelrsolnell, 

melmbantu pada bagian finansial me llalui pelrusahaan yang belrafiliasi delngan 

Israell. Selhingga me llakukan trasaksi dan pe lnggunaan produk yang te lrafiliasi 

Israell dilarang untuk dilakukan. Hal ini ini didasarkan ke lpada hadist Nabi 

SAW:   

عَنْ أَبِ سَعِيد  سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَان  الْخدُْريِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ صلى 
الله عليه و سلم قاَلَ: " لََ ضَرَرَ وَلََ ضِراَرَ" . حَدِيث  حَسَن ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ]راجع 

]رقم:2341رقم: ارَقُطْنِِ   وَالدَّ مَالِك  4/228[،  وَرَوَاهُ  مُسْنَدًا.  وَغَيْْهُُُاَ   ،]
[ فِ "الْمُوَطَّإِ" عَنْ عَمْروِ بْنِ يََْيَْ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبِِ  صلى الله عليه و 2/746]

بَ عْضًا بَ عْضُهَا  يُ قَوِ ي  طرُُق   وَلهَُ  سَعِيد ،  أبَََ  فأََسْقَطَ  مُرْسَلً،   .سلم 
 

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri ra. 

selsungguhnya Rasulullah be lrsabda: “Tidak bo llelh mellakukan 

pelrbuatan(mudharat) yang me lncellakakan diri selndiri dan o lrang 

lain.’’ Hadits hasan diriwayatkan o llelh Ibnu Majah dan Daruqutni 

selrta sellainnya delngan snad yang be lrsambung, juga diriwayatkan 

ollelh Imam Malik dalam Muwatthol’ selcara mursal dari Amr bin 
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Yahya dari bapaknya dari Rasulul-lah saw, dia tidak me lnyelbutkan 

Abu Sa’id. Akan te ltapi dia me lmiliki jalan-jalan yang me lnguatkan 

selbagiannya atas selbagian yang lain). 

 

Maksudnya, Islam me lngharuskan kita me lnelntang selgala pelrbuatan yang 

melnimbulkan kelmudaratan bagi umum walaupun pe lrbuatan itu pada po lkolknya 

hukumnya belrsifat mubah. Banyak kita te lmukan hadis-hadis 

Rasulullah yang me lnjellaskan prinsip dasar ini, yaitu se lpelrti dilarang kita me lnjual 

selsuatu yang sudah dilakukan o llelh olrang lain atau me lminang selolrang gadis kalau 

dia sudah dipinang o llelh olrang lain. Karelna itulah hukum islam me lngadakan hukum 

yang melmbatasi kelbelbasan olrang dan me lnghalangi dari me lnimbulkanya 

kelmudaratan bagi se lkitarnya, sama halnya dalam pe lngharaman transaksi dan 

pelnggunaan prolduk prolduk yang telrafiliasi delngan Israell. 

Pelngharaman transaksi dan pe lnggunaan prolduk yang telrafiliasi delngan 

Israell juga sudah se lsuai delngan kaidah: 

 

 دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّم  عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ 

Melno llak kelrusakan lelbih utama (didahulukan) dari me lngambil 

manfaat.  

 

Dalam kaidah diatas me lnollak kelrusakan harus didahulukan dari pada 

kelmanfaatan. Dalam hal ini yang dimaksud ke lrusakan adalah me lndukung agrelsri 

Israell delngan Pale lstina dan melndukung zio lnismel, karelna hasil dari pe lnjualan 

prolduk prolduk yang telrafiliasi delngan Israell selcara tidak lansung melmbantu agrelsi 

Israell telrhadap Pale lstina dan juga melndukung zio lnismel. Seldangkan yang dimaksud 

melndatangkan kelmaslahatan adalah delngan melmbelli prolduk prolduk yang te lrafilisi 
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delngan Israell, dapat me lmpelrmudah masyarakat Indo lnelsia dalam me lncari prolduk 

yang dicari, selrta masyarakat sudah te lrbiasa delngan prolduk prolduk yang telrafialiasi 

delngan Israell. Transaksi dan pe lnggunaan prolduk prolduk yang te lrafiliasi dapat 

melmbantu  agrelsi melndukung agrelsri Israell delngan Palelstina dan me lndukung 

zio lnismel. 

Dari polin di atas seljalan bahwa pelngharaman transaksi dan pe lnggunaan 

prolduk prolduk yang te lrafiliasi delngan Israell, telrmasuk kel dalam az|-z|ari>’ah harus 

ditutup. Hal ini selsuai delngan hadits Nabi SAW: “Tidak bollelh melmudharatkan dan 

tidak bollelh melmudharatkan o lrang lain.”   

Jika dikaitkan de lngan maqashid syariah dalam dhahuriyyat khamsah kita 

wajib melnjaga apa yang kita miliki yaitu: 

1. Melnjaga agama (Hifz al-din) 

2. Melnjaga jiwa (Hifz al-nafs) 

3. Melnjaga akal (Hifz al-‘aql) 

4. Melnjaga kelturunan (Hifz al-nasl) 

5. Melnjaga harta (Hifz al-mal) 

Jadi belrdasarkan pelnjellasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam Fatwa 

MUI Nolmolr 83 telntang hukum dukungan te lrhadap Palelstina, jika dikaitkan delngan 

sadd az|-z|ari>’ah Majellis Ulama Indo lnelsia melngutamakan melngharamkan transaksi 

dan pelnggunaan prolduk prolduk yang te lrafiliasi delngan Israell, Maje llis Ulama 

Indolnelsia lelbih melngutamakan jiwa (Hifz al-nafs) dan agama (Hifz al-din). Jangan 

sampai mafsahadahnya le lbih belsar. Dalam fatwanya maje llis ulama Indo lnelsia, 

melngharamkan transaksi dan pe lnggunaan prolduk prolduk yang telrafiliasi delngan 
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Israell, dikarelnakan bisa me lnyellamatkan Pale lstina dari Israell dan juga me lndukung 

agama disellamatkan dari zio lnismel. Jadi sadd az|-z|ari>’ah adalah me lnutup 

kelmungkinan bantuan untuk agrelsi israell dan zio lnismel, karelna kelkawatiran dari 

selgi jiwa, dan agama. 

Bedasarkan penjelasan tersebut pelnyusun dapat me lnyimpulkan bahawa 

melnurut sadd az|-z|ari>’ah dalam Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 telntang hukum 

dukungan telrhadap nelgara Palelstina ini bisa dilihat dari se lgi pellaksanaannya 

telrlelbih dahulu dan dilihat dari ke lrusakannya yang bisa ditimbulkannya. Kalau 

pellaksanaanya transaksi dan pelnggunaan prolduk yang telrafiliasi delngan Israe ll tidak 

pada saat agrelsi Israell delngan Palelstina maka hukumnya makruh, kare lna melnutup 

kelmungkinan pro lduk prolduk yang telrafiliasi delngan Israell halal dan tidak 

mellanggar syarat rukun jual be lli. Seldangkan jika dilaksanakan pada saat agre lsi 

Israell delngan Pale lstina maka hukumnya haram, kare lna dikhawatirkan 

melnyelbabkan kelrusakan yaitu melndukung agrelsi Israell dan melndukung zio lnismel.   

Pada Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 te lntang pelharaman transaksi dan 

pelnggunaan pro lduk prolduk yang telrafiliasi delngan israell jika dikaitkan de lngan 

syarat-syarat sadd az|-z|ari>’ah melnurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, te lrdapat 

kelsamaan di antaranya adalah75:  

1. Kelburukan yang ke lmungkinan akan timbul dari suatu pe lrbuatan yang mubah 

belnar-belnar je llas dan lelbih belsar dari kelmaslahatan yang ditimbulkannya.  

Melnurutnya syarat yang pe lrtama ini, se lpelrti yang dise lbutkan dalam 

 
75 Ismail Jalili, Eksistensi Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Ushul Fih: Kajian Pemikiran Ibnu 

Qoyyim al-Jauziyyah (iw.751H/350M), (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 66-74. 
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pelmbagian keltiga dari ko lnselp sadd az|-z|ari>’ah itu selndiri, yaitu az|-z|ari>’ah 

selbagai sarana yang bo llelh digunakan dan tidak diikuti de lngan niat (tujuan) 

yang melngarah kelpada pelrbuatan tidak baik, akan te ltapi bila pe lrbuatan itu 

dilakukan maka ia akan le lbih banyak me lnimbulkan kelmudharatan, bahkan 

kelmudharatannya le lbih belsar daripada kelmaslahatannya. 

Maksud dari syarat diatas me lnurut Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 

telntang hukum dukungan te lrhadap Pale lstina, kelmudho lroltan yang dapat 

ditimbukan atas agrelsi dan anelksasi Israell telrhadap Pale lstina tellah 

melngakibatkan ko lrban jiwa belrjatuhan, ko lrban luka yang tidak te lrhitung, 

ribuan warga me lngungsi, selrta hancurnya rumah, geldung, selrta fasilitas publik 

2. Pelrbuatan yang bo llelh dilakukan karelna belrpijak kelpada kolnselp sadd az|-

z|ari>’ah tidak bo llelh telrus-melnelrus belrulang. Apabila kelbutuhan te lrhadap 

selsuatu dan kelbaikan yang ada di dalamnya le lbih belsar dari kelburukan yang 

ditimbulkannya, maka harus dipe lrhatikan sisi se lbab dan melngabaikan hasil 

akhir. 

Maksud dari syarat diatas me lnurut Fatwa MUI No l. 83 tahun 2023 te lntang 

Hukum Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Palelstina, Umat Islam diimbau untuk 

selmaksimal mungkin me lnghindari transaksi dan pe lnggunaan prolduk yang 

telrafiliasi delngan Israell selrta yang melndukung pelnjajahan dan zio lnismel. 

3. Kaidah sadd az|-z|ari>’ah tidak bo llelh belrtelntangan delngan nash syar’i. Keltika 

telrjadi pelrtelntangan antara kaidah sadd az|-z|ari>’ah delngan nash syar’i, maka 

usaha untuk me lnggunakan kaidah sadd az|-z|ari>’ah selbagai selbuah kolnselp 

untuk melmfo lrmulasikan hukum melnjadi batal. Delngan belgitu, se lcara akal 
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selhat dan selcara syari’at. tidak bo llelh melngajukan dalil-dalil yang belrtelntangan 

di atas dalil-dalil yang sudah diselpakati o llelh para ulama. 

Salah satu kaidah yang digunakan pada Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 

telntang hukum dukungan te lrhadap pelrjungan Palelstina yaitu76: 

هَا  مَ اْلَخَفر مِن ْ هَا وَإِذَا تَ زاَحََْتِ الْمَفَاسِدُ قُدِ  مَ اْلَعْلَى مِن ْ  إِذَا تَ زاَحََْتِ الْمَصَالِحُ قُدِ 

Jika ada be lbelrapa kelmaslahatan belrtabrakan, maka maslahat yang 

lelbih belsar (lelbih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada be lbelrapa 

mafsadah (bahaya, ke lrusakan) belrtabrakan, maka yang dipilih 

adalah mafsadah yang paling ringan. 

 

  Dapat dike ltahui bahwa dari syarat syarat sadd az|-z|ari>’ah diatas te lrbukti 

telrtuang dalam Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 te lntang hukum dukungan 

telrhadap pelrjuangan Pale lstina, Adapun me lrurut Ibn Qayyim me lmbagi az|-z|ari>’ah 

melnjadi elmpat, yaitu77:  

a. Az|-z|ari>’ah yang melmang pada dasarnya me lmbawa kelpada kelrusakan selpelrti 

melminum minuman yang me lmabukkan yang me lmbawa kelpada ke lrusakan 

akal atau mabuk, pe lrbuatan zina yang me lmbawa pada kelrusakan tata 

kelturunan. 

b. Az|-z|ari>’ah yang ditelntukan untuk selsuatu yang mubah, namun ditunjukan 

untuk pelrbuatan buruk yang me lrusak, baik de lngan selngaja se lpelrti nikah 

muhalil, atau tidak se lngaja selpelrti melncaci selmbahan agama lain. Nikah itu 

selndiri hukumnya pada dasarnya bo llelh, namun karelna dilakukan delngan niat 

 
76 Komisi Fatwa MUI, Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap 

Perjuangan Palestina. 
77 Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UNIMMA 

Press, 2018), hlm. 195. 
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melnghalalkan yang haram me lnjadi tidak bo llelh hukumnya. Me lncaci 

selmbahan agama lain itu se lbelnarnya hukumnya mubah; namun kare lna cara 

telrselbut dapat dijadikan pe lrantara bagi agama lain untuk melncaci Allah 

melnjadi telrlarang mellakukannya.  

c. Az|-z|ari>’ah yang selmula ditelntukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk 

kelrusakan, namun biasanya sampai juga ke lpada kelrusakan yang mana 

kelrusakan itu le lbih belsar dari kelbaikannnya, selpelrti belrhiasnya selselolrang 

pelrelmpuan yang baru ke lmatian suami dalam masa ‘iddah. Be lrhiasnya 

pelrelmpuan bo llelh hukumnya, teltapi dilakukannya be lrhias itu justru baru saja 

suaminya mati dan masih dalam masa ‘iddah ke ladaannya melnjadi lain.  

d. Az-|z|ari>’ah yang selmula ditelntukan untuk mubah, namun te lrkadang 

melmbawa kelpada kelrusakan, seldangkan kelrusakannya lelbih kelcil dibanding 

kelbaikannya. Co lnto lh dalam hal ini me llihat wajah pelrelmpuan saat dipinang. 

Pada Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 te lntang hukum dukungan te lrhadap 

pelrjungan Palelstina, kate lgolri az|-z|ari>’ah yang muncul yaitu az|-z|ari>’ah yang selmula 

ditelntukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kelrusakan, namun biasanya sampai 

juga kelpada kelrusakan yang mana ke lrusakan itu le lbih belsar dari kelbaikannnya, 

Maksudnya dalam Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 telntang hukum dukungan 

telrhadap pelrjungan Pale lstina, transaksi dan me lnggunakan barang te lrafiliasi Israe ll. 

Transaksi dan me lnggunakan barang yang te lrafiliasi Israell bo llelh hukumnya, te ltapi 

dilakukannya keltika telrdapat agrelsi Israell delngan Palelstina, yang melnyelbabkan 

kelgiatan Transaksi dan me lnggunakan barang yang te lrafiliasi Israell melndukung 
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agrelsi Israell dan me lndukung zio lnismel, baik selcara langsung maupun tidak 

langsung. 

Adapun kaidah fiqih konsep sadd az|-z|ari>’ah yakni78:  

 ما لَ يتم الواجب إلَ به فهو واجب 

Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya 

juga wajib 

 

Maksud dari kaidah fiqh adalah Segala perkara yang menjadikan suatu amal 

kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak 

sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut 

yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula. 

Hukum tidak melakukan transaksi dan penggunaan produk-produk yang 

terafiliasi dengan Israel itu tidak wajib pada awalnya, namun karena adanya fatwa 

tentang pengaharaman transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan 

israel menjadikannya hukum tidak melakukan transaksi dan penggunaan produk-

produk yang terafiliasi dengan Israel wajib.  

Jadi, analisis sadd az|-z|ari>’ah  kelpada Fatwa MUI No lmolr 83 tahun 2023 telntang 

hukum dukungan te lrhadap pelrjuangan Pale lstina melmbuat belrubahnya hukum 

kelgiatan transaksi dan pe lnggunaan prolduk prolduk yang telrafiliasi Israell melnjadi 

mubah jika dilakukan tidak pada saat agre lsi Israell pada Palelstina. Se ldangkan jika 

dilaksanakan pada saat agrelsi Israell pada Pale lstina maka hukumnya be lrubah yang 

 
78 Muhammad Takhim, Saddu Al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam, Akses: Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim), Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 

20.  http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264, diakses pada tanggal 26 Februari 2024. 

 

http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264
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awalnya mubah me lnjadi haram karelna dikhawatirkan hasil dari pro lduk prolduk 

yang telrafiliasi Isarell melnyelbabkan kolrban jiwa belrjatuhan, kolrban luka yang tidak 

telrhitung, ribuan warga me lngungsi, selrta hancurnya rumah, ge ldung, selrta fasilitas 

publik. Karelna diduga hasil dari ke lgiatan transaksi dan pelnggunaan prolduk prolduk 

yang telrafiliasi delngan Israell melndukung baik selcara langsung maupun tidak 

langsung, selpelrti bantuan pelrselnjataan dan pelrsolnell kelpada Israe ll, bantuan 

finansial pelrusahaan yang be lrafiliasi pada Israell dan zio lnismel. 

Mellalui pelndelkatan sadd az|-z|ari>’ah, pelngharaman transaksi dan pe lnggunaan 

prolduk prolduk yang te lrafiliasi delngan Israell, yang dikelluarkan Maje llis Ulama 

Indolnelsia pada masa agrelsi Israell telrhadap Pale lstina melngangkat suatu hikmah 

yaitu melminimalisir untuk me lngurangi bantuan pe lrselnjataan dan pe lrsolnell kelpada 

Israell, bantuan finansial pe lrusahaan yang be lrafiliasi pada Israell dan zio lnismel. 

Adanya sadd az|-z|ari>’ah  melnutup bantuan finansial pe lrusahaan yang be lrafiliasi 

pada Israell yang me lnyelbabkan kolrban jiwa belrjatuhan, ko lrban luka yang tidak 

telrhitung, ribuan warga me lngungsi, selrta hancurnya rumah, ge ldung, selrta fasilitas 

publik.  

Tujuan pelneltapan hukum mellalui sadd az|-z|ari>’ah  ini adalah untuk 

melmudahkan te lrcapainya kelmaslahatan dan me lnjauhkan kelmungkinan te lrjadinya 

kelrusakan, delngan kata lain me ltoldel ini selbagai langkah prelvelntif dalam me lncelgah 

selsuatu selbellum te lrjadinya selsuatu yang tidak diinginkan. Me lnurut pelnelliti dalam 

kajian sadd az|-z|ari>’ah  telntang adanya pelngharaman transaksi dan pe lnggunaan 

prolduk prolduk yang te lrafiliasi delngan Israell atau fatwa yang dike lluarkan Maje llis 

Ulama Indolnelsia ini be lrhubungan, karelna selsuai delngan tujuan sadd az|-z|ari>’ah  
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yaitu untuk melnutup kelmungkinan telrjadinya kelrusakan dari se lgi kelselhatan 

telrutama jiwa.  

Delngan hal ini digunakannya sadd az|-z|ari>’ah  dalam melnyellelsaikan 

pelrmasalahan agama Islam yang sangat dipe lrlukan. Karelna sifatnya fle lksibell 

telrhadap pelngambilan hukum, misalnya jika ukuran mafsadah dan maslahah itu 

sama, maka masih bo llelh melngambil hukum yang dikaji, tapi jika mafsadahnya 

lelbih banyak dari maslahahnya maka haram hukumnya dan be lgitupun selbaliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Seltellah dilakukan pelnellitian dan pelmbahasan melngelnai Fatwa MUI No l. 83 

Tahun 2023 te lntang Hukum Dukungan Telrhadap Pelrjuangan Pale lstina 

pelrspelktif sadd az|-z|ari>’ah dapat disimpulkan selbagai belrikut:  

1. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa MUI No. 83 

tentang hukum terhadap perjuangan Palestina, sesuai dari segi tujuan dan 

isi fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan isi fatwa tersebut 

dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung 

perjuangan Palestina secara komprehensif. 

2. Tinjauan sadd az|-z|ari>’ah  melngelnai Fatwa MUI No l. 83 Tahun 2023 te lntang 

Hukum Dukungan Te lrhadap Pelrjuangan Pale lstina melmbuat belrubahnya 

hukum transaksi dan pe lnggunaan prolduk prolduk yang telraafiliasi delngan 

Israell, jika ditinjau dari rukun sadd az|-z|ari>’ah  yaitu pertama pelrbuatan atau 

tindakan yang belrlaku selhingga pelrantara kelpada selsuatu, pada Fatwa MUI 

Nol. 83 Tahun 2023 yakni awalnya hukum transaksi dan pe lnggunaan 

prolduk prolduk yang telrafiliasi Israell adalah mubah atau bo llelh melnjadi 

haram. Kedua pelnyelbab atau adanya dugaan kuat bahwa te lrselbut 

melmbawa kelrusakan yakni, pelrubahan hukum te lrselbut diduga dapat 

melndukung agrelsi Israell telrhadap Pale lstina baik selcara langsung atau tidak 

langsung. Ketiga pelrbuatan yang me lnjadi wasilah kelpada yang dilarang 

yakni, transaksi dan pelnggunanaan prolduk yang telraafiliasi delngan Israell 



 

 
 

dapat me lndukung agrelsi Israell dan zio lnismel, selpelrti melndukung selnjata 

dan pelrsolnell dan melmbantu pada bagian finansial mellalui keluntungan dari 

pelrusahaan yang be lrafiliasi delngan Israell, delngan hal telrselbut melmbawa 

wasilah dilarang karelna diduga dapat me lnyelbabkan kelrusakan yakni 

kolrban jiwa be lrjatuhan, kolrban luka yang tidak te lrhitung, ribuan warga 

melngungsi, se lrta hancurnya rumah, ge ldung, selrta fasilitas publik dan juga 

melndukung zio lnismel. 

B. Saran  

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dipe lrollelh, maka pelnelliti 

melngelmukakan saran-saran selbagai belrikut: 

1. Dipelrlukan adanya intelgrasi so lsial dalam melnelrapkan Fatwa MUI 

No l. 83 Tahun 2023 telntang Hukum Dukungan Telrhadap Pelrjuangan 

Palelstina yang belrisi pelngharaman transaksi dan pelnggunaan prolduk 

prolduk yang telrasfiliasi delngan Israell ollelh Majellis Ulama Indo lnelsia 

baik dari pelmelrintah dan masyarakat. 

2. Pelnelliti belrharap selgala kelndala dalam pelnellitian ini dapat 

digunakan selbagai bahan pelrtimbangan dalam pe lngelmbangan 

pelnellitian sellanjutnya. 

3. Selcara umum pelnelliti belrharap pelnellitian ini me lnjadi salah satu 

hikmah dalam pelngharaman dan pelnggunaan prolduk prolduk yang 

telrafiliasi delngan Israell di masa agre lsi Israell telrhadap Pale lstina 

untuk melnciptakan selbuah krelativitas yakni melminimalisir bantuan 

finansial pelrusahaan yang belrafiliasi pada Israell yang melnyelbabkan 



 

 
 

ko lrban jiwa belrjatuhan, ko lrban luka yang tidak te lrhitung, ribuan 

warga melngungsi, selrta hancurnya rumah, ge ldung, selrta fasilitas 

publik. 
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